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ABSTRAK
Nama : Suci Nur Fitriyah MD
NIM : 10200110063
Judul : Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Wakaf
Masalah pokok yang muncul dari judul skripri ini adalah bagaimana
Pandangan Imam Abu Hanifah tantang Wakaf. Dari masalah pokok tersebut
dijabarkan dalam dua sub masalah, yakni (1) bagaimana pandangan Imam Abu
Hnifah tentang wakaf. (2) bagaimana metode istinbath hukum pandangan Imam Abu
Hanifah tentang Wakaf.
Untuk menjawab masalah diatas maka dilakukan riset pustaka (library
research) menggunakan pendekatan filosofis, pendekatan historis, metode
pengumpulan data dari riset pustakayang meliputi kutipan langsung maupun kutipan
tidak langsung.
Adapun hasil penelitian sesuai masalah-masalah yang diajukan. Hasil dari
penelitian menunjukkan bahwa pendapat Imam Abu Hanifah tentang tidak boleh
wakaf karena merupakan manqul dan tidak memenuhi syarat ta’bid dalam dzat
benda dan manfaatnya untuk umat manusia. Namun disisi lain, penyandaran manqul
pada tidak terpenuhinya ta’bid dalam pendapat Imam Abu Hanifah dapat dijadikan
acuan umat Islam dalam mengelola wakaf sehingga esensi fungsi wakaf tetap terjaga
karena adanya ta’bid yang tidak hanya pada benda wakaf semata namun juga
menyangkut tahan lama kemanfaatan bagi orang banyak. Istinbath hukum yang
dilakukan oleh Imam Anu Hanifah mengenai tidak bolehnya wakaf disandarkan pada
ra’yu terhadap hadits yang menceritakan dialog Nabi SAW dengan Umar bin
Khatab.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Harta benda merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan
manusia. Manusia sangat sulit untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada
harta benda, karena setiap kegiatan kehidupan manusia berhubungan dengan harta
benda. Pada hakekatnya, harta benda yang dimiliki oleh manusia adalah amanah
Allah yang harus dijaga dan diperlakukan manusia sesuai dengan ketentuan yang
diberlakukan oleh Allah (syari’at). Salah satu syari’at Allah mengenai harta benda
yang diberikan oleh manusia penerima penerima harta tersebut melalui shadaqah atau
zakat.
Penggunaan hasil pengumpulan harta benda dari pemungutan shadaah juga
diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya yang lain yakni surat at-Taubah ayat 60.
Selain syariat penyisihan harta yang diperoleh manusia untuk shadaqah, terdapat
syariat Islam lainnya yang berkaitan dengan harta benda, yakni wakaf. Sama halnya
shadaqah, wakaf juga merupakan ibadah yang memiliki nilai social. Perbedaan antara
shadaqah dengan wakaf terletak pada mustahiq (penerimanya). Shadaqah
diperuntukkan bagi orang-orang yang telah ditentukan menurut syara’ dari seorang
muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu1, sedangkan
peruntukan wakaf tidak disandarkan pada ketentuan orang-orang tertentu yang berhak
menerima manfaatnya melainkan disandarkan pada kemaslahatan umat (kepentingan
orang banyak).
1 I. Dahlan dan Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 5, (Jakarta: Ickhtiar Baru Van
Hoeve, 2006), h. 1617
2Secara etimologis kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab, yaitu kata benda
abstrak (mashdar) waqfan, atau kata kerja waqafa-yaqifu yang berarti “ragu-ragu,
berhenti, memberhentikan, memahami, mencegah, menahan, menggantikan,
memperlihatkan, meletakkan, mengabdi, dan tetap berdiri”. Wakaf ialah penahanan
harta sehingga tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan, dan mendermakan
hasilnya kepada penerima wakaf.2
Secara filosofis, berhenti berarti awal dan akhir dari gerak atau sumber dan
terminal dari seluruh aktifitas apa pun. Dalam deretan angka, berhenti identik dengan
angka nol yang bukan berarti tidak memiliki nilai, tetapi realitas yang tidak terselami
dan hanya dapat disandingkan dengan ketakterhinggaan. Jika dapat disandingkan
dengan teori big bang, maka wakaf dapat diibaratkan dengan titik singularitas atau
titik vakum sebagai awal dan akhir dari semesta jagad raya. Sebagaimana dalam
proses ritual haji, wukuf adalah puncaknya yang tanpanya, keabsahan haji menjadi
batal. Sama halnya dengan itmi’nan (berhenti dan tenang) dalam shalat agar dapat
mencapai tujuan utamanya. Hal tersebut dapat diequialenkan dengan teori psikologi
Islam yang menyebutkan bahwa tingkat tertinggi capaian jiwa manusia adalah
ketenangan (muthmainah) yang berarti tanpa gerak. Capaian inilah yang menjadi
prasyarat agar mendapat panggilan untuk dapat dimasukkan sebagai seorang hamba
(‘abd).3
Wakaf artinya ditahan, kurung atau sedekah. Pengertian lain, wakaf secara
litertil berarti berdiri, berhenti, sehingga ia juga berarti abadi. Wakaf ini jamak dari
waqaafa yang artinya memberikan harta kekayaan dengan suka rela atau suatu
2 Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Ensiklopedia Muslim Minahajul Muslim, (Jakarta: Darul Falah,
2003), h. 565
3 Mukhtar Lutfi, optimalisasi Pengelolaan wakaf, (Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 1-2.
3pemberian yang berlaku abadi, untuk kepentingan pemerintah Islam untuk
kepentingan agama atau kepentingan umum. Hal ini kemudian diatur oleh menteri
urusan wakaf. Pemberian sesuatu menjadi sesuatu menjadi wakaf adalah untuk
selama-lamanya.4
Kata wakaf bagi orang Arab biasanya digunakan untuk objek (isim
maf’ūl), yaitu sebagai mauqūf. Hal yang sama biasanya dalam bahasa Indonesia juga
digunakan untuk objek yang diwakafkan. Meski memiliki makna dalam konteks
bahasa, dikalangan para Imam Mazhab terdapat khilafiyah mengenai harta yang telah
diwakafkan. Khilafiyah (perbedaan) tersebut diantaranya meliputi hakekat
kepemilikan terhadap harta benda yang diwakafkan hingga jenis-jenis harta benda
yang dapat diwakafkan.
Terkait dengan hakekat kepemilikan, Imam Hanafi dan Malik menegaskan
bahwa hak kepemilikan harta benda yang telah diwakafkan tetap berada ditangan
orang yang berwakaf (waqif) kecuali wakaf untuk masjid. Sedangkan Imam Syafi’I
dan Imam Hambali menyebutkan bahwa hak kepemilikan harta benda yang telah
diwakafkan secara otomatis akan berpindah dari orang yang telah mewakafkan
kepada penerima wakaf saat terjadinya akad wakaf.
Selain masalah hak kepemilikan, khilafiyah juga terjadi pada lingkup jenis harta
benda yang dapat diwakafkan. Dalam persoalaan jenis harta benda yang dapat
diwakafkan, mazhab Hanafi menyatakan bahwa harta yang boleh diwakafkan hanya
harta benda yang tidak bergerak, kalaupun diperbolehkan wakaf harta bergerak itu
hanya oengecualian semata. Sedangkan Jumhur ulama (Malikiyah, Hanabaliyah, dan
4 Mukhtar Lutfi, Pemberdayaan Wakaf produktif (Konsep, Kebijakan dan Implementasi),
(Makassar: Alauddin university press, 2012), h.3-4.
4Syafi’iyah) berpendapat bahwa wakaf dapat dilakukan pada harta benda bergerak
maupun tidak bergerak.
Menurut Imam Abu Hanafi dan Imam Maliki, harta yang diwakafkan untuk
masjid hak kepemilikannya akan berpindah dari hak milik waqif menjadi hak milik
Allah. Meskipun memiliki kesamaan tentang hakikat kepemilikan, antara imam
Hanafi dan Imam Malik terdapat juga perbedaan tentang hak milik atas harta yang
diwakafkan selama masa wakaf yang telah disepakati. Menurut Imam hanafi, pemilik
harta yang diwakafkan boleh melakukan kegiatan muamalah terhadap harta benda
yang telah diwakafkan meskipun masih berada dalam waktu wakaf yang telah
disepakati, sedangkan menurut Imam Malik, hal itu tidak diperkenankan.
Wakaf benda bergerak yang dapat diterima oleh Mazhab Hanafi adalah terkait
dengan buku atau sumber ilmu pengetahuan. Implikasi dari adanya perbedaan tentang
jenis harta benda yang dapat diwakafkan, khususnya dalam hal harta benda bergerak
adalah timbulnya perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Seperti halnya
dalam maslah wakaf mushaf al-Qur’an. Perbedaan Imam Abu Hanifah dengan ketiga
mazhab lainnya (Maliki, Hanbali, dan Syafi’I) serta pengikut mazhab Hanafi.
Selama ini, umat islam masih banyak beranggapan bahwa wakaf itu hanya
boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, komplek
kuburan, panti asuhan dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud
langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang
keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu,
layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Karena hal tersebut merupakan
bagian dari ibadah juga.
5Disamping itu adanya tradisi kepercayaan yang berkembang di masyarakat,
menurut kacamata agama, wakaf dipahami masyarakat sebagai ibadah yang
pahalanya mengalir, cukup dengan membaca sighat wakaf seperti waqf tu (saya telah
mewakafkan) atau kata-kata sepadan yang dibarengi dengan niat wakaf secara tegas.
Dengan begitu, wakaf dinyatakan sah, jika tidak perlu ada sertifikat dan administratif
yang dianggap ruwet oleh masyarakat.
Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis akan menjadi sesuatu yang
menarik untuk dikaji mengenai metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah
mengenai wakaf sehingga akan dapat diketahui bagaimana pendapat Imam Abu
Hanifah tentang wakaf. Hasil penelitian yang mengacu pada kaedah kaidah penelitian
kepustakaan (library research) ini nantinya akan disusun dalam laporan yang
berbentuk skripsi dengan judul “Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Wakaf”.
B. Rumusan Masalah
Sebagai upaya untuk memfokuskan obyek permasalahan, maka dalam
penelitian ini akan diajukan dua rumusan masalah, sebagai berikut
1. Bagaimana pandangan Imam Abu Hanifah tentang wakaf?
2. Bagaimana metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang wakaf?
C. Pengertian Judul
Untuk lebih mengerti akan makna judul yang dibahas oleh penulis, dirasa
perlu dikemukakan lebih dahulu batasan atau penjelasan mengenai pengertian judul
tersebut yang terdiri atas beberapa frase sebagai berikut :
6Pandangan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandangan memiliki arti
(1) hasil perbuatan memandang ( memperhatikan, melihat, dsb ), (2) benda atau orang
yang dipandang ( disegani, dihormati, dsb ), (3) pengetahuan, dan (4) pendapat.
Konsep yang dimiliki seseorang atau golongan di masyarakat yang bermaksud
menanggapi dan menerangkan segala masalah yang ada.5
Kata wakaf berasal dari bahasa Arab “waqf”, artinya menahan. Pengertiannya
adalah menahan- tidak dijual, tidak dihadiahkan atau diwariskan- suatu benda yang
dapat diambil manfaatnya untuk kebaikan. Misalnya mewakafkan masjid, atau tanah
untuk madrasah, pondok pesantren, rumah sakit, dan lain sebagainya.6
Wakaf adalah seseorang menyisihkan sebagian dari miliknya untuk kegunaan
tertentu. Dalam menentukan wakaf telah dikatakan bahwa ia berarti mengamankan
barang asli dari wakaf, menjadikannya tidak dapat dipindahkan, serta membebaskan
manfaat-manfaatnya. Tentang apakah niat qurbah, niat mendekatkan diri kepada
Allah, merupakan syarat dari wakaf atau tidak, ada perbedaan pendapat.7
D. Tinjauan Pustaka
Tinjauan Pustaka yang dimaksud dalam skripsi ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan bahwa masalah pokok yang dibahas sesuai dengan teori yang
ada dalam buku sebagai referensi dan kajian karya ilmiah yang sebelumnya, hanya
mengacu pada “Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Wakaf”.
5 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat
Bahasa, 2001), h.  821
6 Syamsul Rijal Hamid, Buku Pintar Agama Islam, (Jakarta: Penebar salam, 2001), h. 234.
7 M. Baqir Ash-Shadir Murtadha Muthahhari, Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fih
Perbandingan, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), h. 204.
71. Penulis mengemukakan beberapa referensi buku sebagai berikut:
a. Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, dalam bukunya Ensiklopedi Muslim Minhajul
Muslim mengatakan bahwa wakaf ialah penahanan harta sehingga tidak bisa
diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan, dan mendermakan hasilnya kepada
penerima wakaf.
b. Departemen Agama Republik Indonesia dalam bukunya, paradigm baru
wakaf di Indonesia mengatakan bahwa Wakaf menurut imam Abu hanifah
adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif
dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kenajikan. Berdasarkan
definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia
dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya.
2. Adapun kajian karya ilmiah sebelumnya yang sangat relevansi atas penyelesaian
karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:
a. Zulaini, Analisis Hukum Fungsi Wakaf Terhadap Kepentingan Sosial (Studi
Kasus Daerah Bau-Bau) yang dalam kajiannya tersebut membahas
bagaimana pelaksanaan, sistem pengelolaan dan pengurusan harta wakaf
menurut fungsi dan manfaatnya yang pada gilirannya memunculkan
pemikiran-pemikiran hingga dijadikannya hukum dalam pelaksanaan wakaf.
b. Rajiman dalam kajiannya yang berjudul Pelaksanaan Perwakafan Tanah di
Indonesia (Sebelum dan Sesudah berlakunnya PP. No. 28 Tahun 1997
tentang Perwakafan Tanah Milik) membahas perubahan peraturan dalam
perwakafan.
8c. ST. Saenab dengan judul kajiannya Wakaf dan Hubungannya dengan
Solidaritas Sosial Menurut Syariat Islam menjelaskan wakaf sebagai sarana
memperat silaturahmi di tengah kehidupan bermasyarakat.
E. Metodologi Penelitian
Untuk menganalisa obyek penulisan tersebut, maka penulis akan
mengemukakan metodologi yang digunakan dalam tahap-tahap penulisan ini yang
meliputi: jenis penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, metode pengolahan
dan analisis data.
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah kualitatif8 yang bersifat deskriptif. Penulisan ini
berfungsi menelusuri, menggambarkan dan menguraikan pandangan Imam Abu
Hanifah tentang Wakaf.
2. Pendekatan Penelitian
a. Pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang digunakan dalam memahami
ajaran agama dengan maksud agar hikmah, hakikat atau inti dari agama
dapat dimengerti dan dipahami secara seksama, yang berorientasi terhadap
ontology, epistemology dan aksiologi pada sebuah permasalahan.
b. Pendekatan historis, yaitu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa
dengan memperhatikan unsure tempat, waktu, obyek, latar belakang dan
8 Penelitian kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah secara
menyeluruh, dibentuk oleh kata-kata dan diperoleh dari situasi yang alamiah. Salah satu cirinya adalah
Deskriptif. Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Cet.XVII; Jakarta: Remaja
Rodakarya, 2002 ), h. 4-8. Bandingkan Maman, et al., eds., Metodologi Penelitian Agama: Teori dan
Praktik (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 70-85.
9pelaku dari peristiwa tersebut. Dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan
riwayat hidup dan genetika pemikiran Imam Abu Hanifah.
3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam pembahasan skripsi
ini adalah Library Research (Riset Kepustakaan) yakni metode yang digunakan untuk
mengumpulkan beberapa literature kepustakaan yang relevan dengan masalah yang
dibahas. Untuk itu, penulis berusaha memperoleh data dengan membaca buku-buku
lalu mengutip yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
Dari riset pustaka, penulis memperoleh data dengan cara:
a. Kutipan langsung, yakni penulis mengutip dari bahan-bahan yang relevan
tanpa ada perubahan sedikit pun baik redaksi maupun maknanya.
b. Kutipan tidak langsung, yakni penulisan kadang-kadang membuat
semacam bentuk ikhtisar dan uraian, sehingga terdapat perbedaan-
perbedaan dari konsep aslinya, namun tidak mengurangi makna, maksud
dan tujuannya.
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan dan kegunaan yang diharapkan dicapai dalam penelitian skripsi ini
adalah:
a. Untuk mengetahui pandangan Imam Abu Hanifah tentang wakaf.
b. Untuk mengetahui metode istinbath yang digunakan oleh Imam Abu
Hanifah.
Adapun manfaat penelitian adalah:
a. Dari segi keilmuan, penelitian diharapkan dapat menyumbangkan
pemikiran dalam mengembangkan kajian fikih di bidang hukum wakaf dan
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sekaligus dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dibidang
kajian perubahan hukum yang menawarkan obyek wakaf lebih terbuka,
tidak terbatas pada benda-benda tidak bergerak dan tidak mensyaratkan
untuk jangka waktu yang tidak terbatas serta sasarannya menggunakan asas
menfaat dan mashlahat sebagai bukti elastisitas hukum islam yang shalihun
likulli zaman wa makan.
b. Dari segi praktis, penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
yang berharga kepada lembaga pengelola wakaf, baik dari masyarakat
maupun pemerintah yang bertanggung jawab untuk memelihara dan
memberdayakan asset wakaf sesuai dengan tujuannya.
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf
1. Pengertian Wakaf
Wakaf atau waqf menurut pengertian bahasa berarti menahan (habs), searti
dengan tahbis (ditahan) dan tasbil (dijadikan halal di jalan Allah). Jika dikatakan
auaftuhu kecuali dalam bahasa yang buruk.1
Secara etimologi kata wakaf berasal dari bahasa arab Waqf, kata kerjanya
Waqafah, yaqifu, yang berarti “berdiri”, “berhenti”, “ragu-ragu”, “menahan” atau
“mencegah”. Ungkapan kata waqaftu, berarti aku berdiri, aku berhenti, aku ragu-ragu,
aku cegah dan aku tahan.Selanjutnya kata waqf lebih popular digunakan untuk makna
mauquf artinya yang ditahan, yang dihentikan atau yang diragukan, dibandingkan
dengan makna suatu transaksi. Ungkapan kalimat: hadzah al-‘iqar waqf (tanah ini
adalah wakaf) maksudnya hadza al-iqar mauquf (Tanah ini yang diwakafkan).2
Adapun secara terminology, kata waqf yang pada awal islam dikenal dengan
nama habs dan shdaqah mempunyai rumusan yang berbeda-beda sesuai dengan
pandangan masing-masing ahli fiqih. Imam Abu Hanifah menta’rifkan wakaf adalah
menahan harta dalam milik wakifdan menyedekahkan manfaatnya seperti halnya
pinjaman.Kedua muridnya, Imam Muhammad dan Abu Yusuf menta’rifkan wakaf
1 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fih Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam), (Cet.
I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 395.
2 H. Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), (Cet. I; Jakarta:
Kementrian Agama, 2010),  h. 77.
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adalah menahan harta dan menyelurkan manfaatnya pada seseorang (atau lembaga)
yang disukai dan hukumny menjadi milik Allah.Dua ta’rif ini secara subtansial
berbeda, pertama menyangkut masalah transaksi apakah ikrar wakaf merupakan
transaksi melepaskan hak atau bukan.
Menurut Abu Hanifah wakaf bukanlah transaksi melepaskan hak, melainkan
sebuah amal yang dilaksanakan dengan cara memberikan manfaat atau hasilnya,
bukan memberikan bendanya. Sedangkan menurut kedua muridnya, wakaf
merupakan transaksi melepaskan hak hingga ststus kepemilikannya berpindah dari
pewakaf kepada Allah.Masalah kedua mengenai kekuatan hukum apakah ikrar wakaf
bersifat mengikat sehingga tidak dapat dibatalkan atau tidak.Menurut Abu Hanifah
ikrar wakaf tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat dibatalkan dan ditarik kembali
menjadi milik pewakaf.Sementara menurut kedua muridnya, ikrar wakaf adalah
mengikat dan tidak dapat dibatalkan atau dimiliki kembali oleh pewakaf.3
Ulama Malikiyah, seperti dikemukakan Musthofa Salabi menta’rifkan wakaf
adalah perbuatan menahan harta didalam kekuasaan pewakaf dari berbagai transaksi
dan mendermakan hasilnya pada sector-sektor kebajikan. Imam Malik berkata bahwa
kebaikan di jalan Allah (Sabilillaah) jumlahnya sangat banyak namun denikian
apabila seseorang menahan (mewakafkan) Harta dengan tujuan untuk kebaikan di
jalan Allah, artinya untuk kepentingan perang, seperti menahan kuda atau menahan
3 H. Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), h. 77-78.
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senjata untuk kebaikan dijalan Allah, Maksudnya untuk kepentinga perang bukan
untuk kepentingan lainnya.4
Ulama Syafi’iah menta’rifkan wakaf adalah menahan harta yang dapat
dimanfaatkan dan tidak musnah ketika digunakan dari berbagai transaksi yang
bersifat memindahkan hak dan menyalurkan manfaatnya pada sector-sektor kebajikan
dengan tujuan untuk mendekatkan diri pada Allah. Ta’rif ini tampak lebih lengkap
jika dibandingkan dengan yang lain, mencakup ketentuan-ketentuan yang terkait
dengan transaksi, harta benda yang diwakafkan, tujuan dan sasarannya secara
eksplisit. Dari ta’rif ini dapat difahami bahwa harta benda yang diwakafkan setelah
ikrarnya diucapkan mengakibatkan terputus dari berbagaiu transaksi yang bersifat
memindahkan hak seperti jual beli, hibah, wasiat, hadiah dan waris.5
Persyaratan harta benda yang diwakafkan harus memiliki karakter lestari,
tujuannya karena Allah semata-mata dan sasarannya buntuk kebajikan dan kebaikan
atau sekurang-kurangnya bukan hal-hal yang dilarang oleh syariah. Ulama Hanbali
menta’rifkan wakaf adalah menahan pokok dan menyalurkan hasilnya pada kebaikan.
Ta’rif ini berasal dari petunjuk Nabi kepada Umar bin al-Khattab ketika bertanya
tentang amal apa yang terbaik untuk memanfaatkan perkebunan yang subur di
4 H. Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), h. 78.
5 H. Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), h. 78
14
khaibar, jawabannya berupa kalimat simple tetapi mengandung makna yang
mencakup seperti di atas.6
Selanjutnya ta’rif yang lebih lengkap diberikan oleh Musa bin Ahmad al-
Hajjadi  bahwa wakaf adalah tindakan orang dewasa yang cakap bertindak menurut
hukum untuk menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan memiliki karakter lestari
dengan cara memutuskan berbagai transaksi serta menyalurkan hasilnya pada sector-
sektor kebajikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-Bahuti al-
Hanbali memberikan komentar bahwa ta’rif tersebut mencakup yang dimaksud
menahan pokok dan menyalurkan manfaat atau hasilnya pada kebaikan.
Memperhatikan ta’rif yang dikemukakan oleh para ulama di atas dapatlah
disimpulkan bahwa pada prinsipnya wakaf adalah amal kebajikan yang bersifat
lestari, bukan amal kebajikan yang bersifat konsumtif, ditujukan untuk memfasilitasi
kepentingan umum dan tujunnya hanya Allah semata-mata. Perbedaan yang
mendasar dari ta’rif tersebut terkait persoalan apakah amal tersebut untuk jangka
waktu yang tak terbatas ataukah jangka waktu tertentu.
Menurut Imam Hanafi amal tersebut bersifat sementara, sewaktu-waktu
pemiliknya dapat mengambil kembali seperti halnya pinjaman. Menurut ulama
Syafi’iah dan Hambali harus dilaksanakan untuk jangka waktu yang tak terbatas,
karena ststus kepemilikan barang-barang yang diwakafkan telah berpindah kepihak
lain, yaitu menjadi milik Allah menurut ulama Syafi’iah dan menjadi milik penerima
6 H. Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), h. 79.
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wakaf menurut ulama Hanabilah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah boleh kedua-
duanya, boleh untuk sementara dan boleh untuk selama-lamanya, dengan alasan
karena benda wakaf tetap dikuasai oleh pemilik, maka ia bebas menentukan
pilihannya.7
Praktik sejenis wakaf di masyarakat sebelum Islam dibuktikan dengan adanya
tempat-tempat ibadah yang dibangun di atas tanah yang pekarangannya dikelola dan
hasilnya untuk membiayai perawatan dan honor yang merawat tempat ibadah
tersebut. Masjid Al-Haram di Mekkah dan masjid Al-Aqsha misalnya telah dibangun
di atas tanah yang bukan hak milik siapapun, tetapi milik Allah.Kedua masjid itu
dimanfaatkan untuk kemashlahatan umat.Di masyarakat sebelum Islam telah dikenal
praktik social itu adalah praktik menderma sesuatu dari seseorang demi kepentingan
umum atau dari satu orang untuk semua keluarga.8
Wakaf adalah salah satu lembaga pemanfaatan harta yang sangat digalakkan
dalam ajaran Islam karena merupakan hal baik yang pahalanya tidak putus-putus
diterima oleh yang melakukannya selama benar yang diwakafkan itu tidak musnah
dan terus dimanfaatkan orang.9
Dari definisi ini terlihat bahwa harta yang boleh diwakafkan harus berupa
benda tertentu yang dimiliki bukan yang dimaksudkan harta adalah uang dirham dan
dinar sebab keduanya akan hilang jika ditukarkan tidak ada zatnya lagi dan syarat
7 H. Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), h. 79.
8 H. Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), h. 79.
9 Desi Kamalia Basher, Wakaf dan Hubungannya dengan Solidaritas Social dalam
Pandangan Syariat Islam, (Makassar: Syariah dan hukum UIN alauddin, 2010), h. 16
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harta wakaf harus tetap terjaga zatnya walaupun dimanfaatkan, jika pemanfaatannya
mengakibatkan hilangnya zat seperti makanan, maka akad wakaf tidak sah sebab
akad wakaf untuk terus-menerus dan selama-lamanya, dan benda yang diwakafkan ini
jika diwakafkannya, maka tidak ada pemanfaatan pada zatnya tidak boleh dijual dan
digadaikan. 10
2. Dasar hukum wakaf
Banyak yang tidak mengakui adanya ikrar wakaf, bahkan menarik kembali
harta yang telah diwakafkan.Untuk itu diperlukan perangkat yuridis yang mengatur
agar problem perwakafan tidak menjadi masalah besar yang berakibat “hilangnya”
harta wakaf atau problem social yang sangat mengganggu. Wakaf merupakan salah
satu institusi keagamaan yang berfungsi ibadah dan social, karena ia muncul dari rasa
iman yang mantap serta solidaritas social yang tinggi dari seseorang untuk
masyarakat. Wakaf dalam ajaran agama Islam biasa dinyatakan sebagai ibadah
Shadaqah Jariyah, yaitu sedekah yang pahalanya terus mengalir.Dalam fungsi
sosialnya, wakaf merupakan asset yang bernilai dalam pembangunan.11
Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari
pemahaman teks ayat al-Qur’an dan juga as-Sunnah.Tidak ada dalam ayat al-Qur’an
yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah konteks
10Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fih Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam), h.
395.
11 H. Muchsin, Masa Depan Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: B.P Iblam, 2014), h. 48
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terhadap ayat al-Qur’an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan.12 Para ulama
mengemukakan beberapa ayat Al-Qur’an dan hadits sebagai dasar hukum adanya
praktik wakaf, kendati ayat-ayat dan hadits tersebut masih mengandung pengertian
umum, yaitu antara lain :
Allah berfirman dalam QS  Ali ‘Imran/3:92:




Terjemahnya:
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum
kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai.dan apa saja yang
kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.13
Ayat ini menganjurkan infak secara umum, namun para ulama ahli fikih dari
berbagai mazhab menjadikannya sebagai landasan hukum wakaf, karena secara
historis setelah ayat ini turun banyak sahabat Nabi yang terdorong untuk
melaksanakan wakaf. Imam bukhari, Muslim, Ahmad, Ibnu Maja, Turdmudzie dan
Nasa’ie (a’immah al-Sittah) menuturkan bahwa Abu Thalhah adalah salah seorang
yang kaya di Madinah, ia memiliki kebun kurma yang luas dan salah satunya
berlokasi di depan Masjid Nabi yang dikenal dengan “Bairuha”.14
Nabi sering masuk kedalam kebun tersebut sekedar untuk meminum. Menurut
pengakuannya kebun Baruha merupakan kebun yang paling dicintai dari kebun-kebun
12 Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Paradigm Baru Wakaf di Indonesia, Edisi II
(Cet. II; Jakarta: Dirjen Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 23.
13 M. Quraish Hihab, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al- Qur’an), (Jakarta:
Lentera Hati, 2002), h. 170-180.
14 H. Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), h. 80.
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yang ia miliki berhubung tempatnya yang strategis dan memiliki nilai ekonomi yang
mahal, tetapi setelah mendengar ayat tersebut di atas hatinya tergerak dan segera
menyerahkannya kepada Nabi untuk berwakaf. Umar bin Khatab juga demikian, ia
memiliki tanah perkebuban yang subur di Khaebar sebanyak 100 kavling, menurut
pengakuannya tanah ini adalah yang paling berharga, tetapi setelah mendengar ayat
tersebut di atas hatinya tergerak untuk menyerahkannya kepada nabi sebagai amal
wakaf.15 Hal tersebut diungkapkan dalam hadits yang diriwayatkan Umar r.a:
 َح,ﺎَﻤُﮭْﻨَﻋ ُﷲ َﻲِﺿَر َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑا ُﺚْﯾِد ْﻟا َﻦْﺑ َﺮَﻤُﻋ ﱠَنأ ﱠﻄَﺨ ,ِب ﺎ َر ْﷲ َﻲِﺿ َﻋ َب ﺎََﺻأ ,ُﮫْﻨ
 ْﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُﷲ ﻰﻠَﺻ ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟا َﻰَﺗﺄَﻓ َﺮَﺒْﯿَِﺨﺑ ﺎًﺿَْرأ ْﺴَﯾ ْ َﺄﺘ ِﻣ َﮭْﯿِﻓ ُه ُﺮ ِﷲ َلْﻮُﺳَر ﺎَﯾ :َلﺎَﻘَﻓ,ﺎ ﻲِِّﻧإ,
 ِﻋ َﺲَﻔَْﻧأ ﱡَﻂﻗ ًﻻ ﺎَﻣ ْﺐُِﺻأ ْﻢَﻟَﺮَﺒْﯿَِﺨﺑ ﺎًﺿَْرأ  ُﺖْﺒََﺻأ ْﻨ يِﺪ ِﻣ,ُﮫْﻨ ُﻣَﺄﺗ ﺎَﻤَﻓ ُﺮ ِْنإ : َل ﺎَﻗ ؟ ِﮫِﺑ
 َﻻ ُﮫﱠَﻧأ ,ُﺮَﻤُﻋ ﺎَﮭِﺑ َق ﱠﺪََﺼﺗَو ,ﺎََﮭﻠَْﺻأ َﺖْﺴَﺒَﺣ َْﺖﺌِﺷ ُﯾ ﺎَﺒ ُع َﻻَو ,,ُﺐَھُْﻮﯾ َرُْﻮَﯾﻻَو  ,ُث
 ِّﺮﻟا ﻲِﻓَو ,َﻰﺑ ُْﺮﻘْﻟا ﻲِﻓ َو ,ِءاَﺮَُﻘﻔْﻟا ﻲِﻓ ﺎَﮭَﺑ َقﱠﺪََﺼﺗو ِب ﺎَﻗ َو  , ِﻞْﯿِﺒَﺳ ﻲِﻓ َو ,ِﷲ ِْﯿﺒﱠﺴﻟا ِﻦْﺑا ,ِﻞ
ﺎَﮭْﻨِھ َﻞُْﻛﺄَﯾ َْنأ ﺎَﮭَﯿِﻟَو ْﻦَﻣ ﻰَﻠَﻋ َح ﺎﻨَُﺟﻻ ,ِﻒْﯿ ﱠﻀﻟاَو ﺎِﺑا ْﻌَﻤْﻟ ُﯾَو ,ِفْوُﺮ,ٍل ِّﻮََﻤﺘُﻣ َﺮْﯿَﻏ َﻢِﻌْﻄ ﺎَﻗ
 ْﯿَﻏ : َل ﺎَﻘَﻓ ,َﻦْﯾِﺮْﯿِﺳ َﻦْﺑا ِﮫِﺑ ُﺖْﺛﱠﺪَﺤَﻓ : (يِو ﱠﺮﻟا) َل ُﻣ َﺮ َِّﺛَﺄﺘ ًﻻ ﺎَﻣ ٍﻞ
Artinya
“Dari Ibnu Umar ra, berkata bahwa sahabat Umar memperoleh sebidang tanah
di Khaibar, kemudian ia menghadap Rasulullah SAW untuk memohon
petunjuk. Umar berkata “ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di
Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang
engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah menjawab “ bila kamu suka, kamu
tahan pokok tanah itu dan kamu nsedekahkan hasilnya”. Kemudian Umar
melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan.
Berkata Ibnu Umar “Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir,
kaum kerabat, budak belian, sabilillah, dan ibnu sabil dan tamu. Dan tidak
dilarang bagi yang menguasai (mengurus) tanah wakaf tersebut untuk makan
dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak
bermaksud menumpuk harta.” (HR. Muslim).16
15 H. Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), h. 80
16 Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Al-Lu’lu ‘Wal Marjan (Kumpulan Hadits Shahih Bukhari
Muslim), (Solo: Insan Kamil, 2010, h. 453.
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Selanjutnya para sahabat yang lain seperti Zaid bin Haritsah, Abdullah bin
Umar dan lain-lain, menyerahkan hartanya yang paling berharga untuk beramal
wakaf.17 Allah berfirman dalam QS  Al-Hajj/22:77





Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah
Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat satu
kemenangan.18
Ayat ini mengandung perintah secara umum agar kaum muslimin dapat
menjalin hubungan baik dengan Allah melalui kegiatan ritual yang telah ditetapkan
dengan ruku dan sujud serta ibadah lainnya, dan melalui kegiatan social seperti
menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, tolong menolong, santun dan
sebagainya. Ulama ahli fikih mengambil ayat ini sebagai landasan hukum wakaf.,
alasannya karena perintah untuk berbuat kebaikan mengandung petunjuk umum,
termasuk didalamnya melaksanakan amal wakaf, mengingat wakaf merupakan
implementasi hubungan baik dengan Tuhan yang sangat dianjurkan dan berimplikasi
terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dapat menjamin sesama manusia.19
17 H. Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), h. 81.
18 M. Quraish Hihab, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al- Qur’an),
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 297.
19 H. Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), h. 82.
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B. Rukun dan syarat wakaf
1. Rukun Wakaf
Rukun wakaf ada empat: pihak yang mewakafkan (waqif), harta yang
diwakafkan (mauquf), yang menerima wakaf (mauquf ‘alaihi), dan shigat.
a. Pihak yang mewakafkan (al-Waqif)
Pihak yang mewakafkan disyaratkan haruslah orang yang memiliki
kemampuan untuk menyumbangjkan harta, dengan kualifikasi baligh, berakal, dan
kehendak sendiri (tanpa paksaan). Barang siapa memenuhi syarat-syarat ini, maka
wakafnya sah, walaupun ia orang kafir. Wakaf orang kafir sah, karena wakaf bukan
bentuk taqarrub ansich, berbeda halnya dengan nazar yang tidak sah dari orang kafir
sebab termasuk amalan taqarrub kepada Allah.20
Tidak sah wakaf dari anak kecil atau orang gila atau orang yang sedang
dicabut haknya karena idiot atau bangkrut walaupun dibeli oleh wali, dan tidak sah
wakaf dari orang yang terpaksa karena orang yang terpaksa bukan orang yang sah
ungkapannya dan bukan mempunyai hak untuk memberikan sumbangan karena
terpaksa.Adapun yang dimaksud dengan syarat ini adalah orang yang memberikan
wakaf mempunyai kuasa untuk memberi sumbangan ketika masih hidup.
Oleh sebab itu, orang yang idiot tidak sah wakafnya namun sah wasiatnya
sebab dia mempunyai kuasa untuk memberikan sumbangan setelah kematian, kalau
seandainya dia berkata saya wakafkan rumahku kepada fakir miskin setelah
20 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, h.
399.
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kematianku, maka wakafnya sah sebab dia berupa wakaf wasiat dan wasiat sah
darinya sebab wasiat tidak bisa dilaksanakan kecuali setelah kematian.21
b. Harta yang diwakafkan (al-Mauquf)
Syaratnya, ia harus berupa benda yang jelas menjadi hak milik yang bisa
dipindahkan dan jika tidak hilang bisa memberikan manfaat mubah yang menjadi
tujuan. Kriteria benda yang dikeluarkan sebagai syarat harta wakaf mengeluarkan
segala sesuatu hanya berbentuk manfaat (bukan barang) dan wakaf yang wajib dalam
tanggungan. Wakaf demikian tidak sah kecuali jika berupa benda-benda walaupun
hasil rampasan sudah menjadi hak miliknya, juga sah wakaf orang buta karena tidak
disyaratkan untuk sahnya wakaf melihat barang yang akan diwakafkan.22
Kriteria yang dimiliki dalam harta yang diwakafkan mencoret segala sesuatu
yang tidak dimiliki, seperti harta mubah diantaranya jembatan, sekolah, tepian
sumgai, dan pantai. Kendati demikian, Imam (pemerintah) untuk mewakafkan
sesuatu dari baitul mal untuk keperluan tertentu atau individu tertentu dengan syarat
ada kemashlahatan dalam hal tersebut sebab semua tindakan terkait dengan seperti
wali anak yatim, seandadainyaimam melihat dijadikan hak miliknya, maka boleh.23
Berdasarkan kriteria bisa dipindahkan, wakaf tidak boleh berupa segala
sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan tidak boleh memindahkan jika berupa
21 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam,  h.
399.
22 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam,  h.
399.
23 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam,  h.
399.
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manfaat seperti manfaat yang tidak diperbolehkan menurut syar’I, misalnya wakaf
alat musik, sebab manfaat alat music haram hukumnya dengan begitu tidak bisa
dimiliki.24
Selanjutnya berdasarkan kriteria bisa dimanfaatkan walaupun hilang dalam
bentuk manfaat mubah yang menjadi tujuan wakaf tidak boleh berupa segala sesuatu
yang bisa dimanfaatkan namun zatnya hilang dengan pemanfaatan tersebut, misalnya
makanan.Sebab manfaat makanan terletak pada konsumsinya, padahal yang
disyaratkan dalam wakaf adalah pengambilan manfaatnya secara terus-menerus. Dari
sini, tidak diperbolehkan seseorang menyewa tanah lalu mewakafkannya , sebab ini
merupakan bentuk kilah/rekayasa hukum bagi mereka yang ingin tetap memanfaatkan
sesuatu yang diwakafkan setelah harta itu diwakafkannya.25
Adapun tolok ukur manfaat yang dituju dan sah menjadi harta wakaf adalah
segala sesuatu yang bisa disewa dengan syarat tetapnya hak milik dalam harta
tersebut.26
c. Penerima wakaf (al-Mauquf ‘Alaihi)
1) Penerima wakaf definitive
Penerima wakaf definitive terdiri dari satu atau dua orang atau lebih yang
telah ditentukan identitasnya.Ia disyaratkan harus bisa memanfaatkan harta wakaf
24 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam,  h.
400.
25 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam,  h.
400.
26 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat Sistem transaksi dalam Fiqh Islam, h.
400.
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tersebut secara langsung ketika menerima wakaf, dengan bahasa lain ia qualified
untuk memiliki harta wakaf tersebut, sebab akad wakaf pada dasarnya adalah akad
manfaat. 27
2) Penerima wakaf undefinitif
Penerima wakaf undefinitif adalah organisasi-organisasi social, misalnya
wakaf untuk pelajar, orang fakir, atau pembangunan masjid, dan rumah sakit. Jika
seorang muslim atau kafir dzimmi mewakafkan harta untuk maksiat, seperti wakaf
untuk pembangunan gereja dan tempat-tempat ibadah orang kafir atau permadani dan
lampu-lampunya atau para pelayannya, atau kitab taurat , Injil atau senjata untuk para
perampok, maka semua wakaf dalam bentuk ini batal, sebab ada unsure bertaqarrub
dan keduanya sangat berbeda baik dari membangun atau merenovasinya. Para ulama
juga sudah sepakat bahwa mewakafkan harta untuk membangun gereja adalah haram,
walaupun gereja kuno sebelum datangnya islam.28
d. Ucapan (shigat)
Shigat hendaknya diucapkan dengan ucapan yang menunjukkan maksud dari
seorang yang mampu berbicara karena kepemilikan dalam akad wakaf tergantung
kepada proses perpindahannya untuk orang yang menerima wakaf melalui ucapan
qabul.
27 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat Sistem transaksi dalam Fiqh Islam, h.
403
28 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat Sistem transaksi dalam Fiqh Islam, h.
406
24
Jika dia membangun sebuah masjid dalam lokasi hak miliknya, dia shalat di
dalamnya dan mengizinkan orang lain untuk shalt, maka dia tidak dianggap wakaf
dengan perbuatan ini bahkan harus ada ucapan wakaf seperti dia berkata: saya
wakafkan bangunan ini menjdai masjid untuk shalat dan menegakkan syiar-syiar
agama Allah” karena wakaf adalah penghapusan hak milik dengan niat mendekatkan
diri kepada Allah, maka tidak sah tanpa ada ucapan sedangkan dia mampu.29
Wakaf yang dilaksanakan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun atau
unsur dan syaratnya. Rukun wakaf yang dimaksud ada empat yaitu:
Dalam PP. No. 28 tahun 1997 disebutkan bahwa rukun-rukun wakaf adalah:30
a. Wakif (orang yang mewakafkan)
1) Merdeka, wakaf yang dilakukan seorang budak (hamba sahaya) tidak sah,
karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak
milik itu kepada orang lain, sedang hamba sahaya tidak mempunyai hak
milik, dirinya dan apa yang dimilikinya adalah milik tuannya.
2) Berakal sehat, wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya,
oleh karena ia tidak berakal, tidak mumayyis, dan tidak cakap melakukan
akad serta tindakan lainnya. Demikian pula wakaf orang lemah mental
atau ideo, karena factor usia atau pikun, sakit atau kecelakaan, hukumnya
tidak sah dalam melakukan wakaf.
29 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam,  h.
407.
30 Jayatun, Ilmu Ushul Fikih (umum dan perbandingan) (Ujung Pandang: Yakis Fakultas
Syari’ah, 1992), h. 52.
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3) Dewasa atau baligh. Wakaf yang dilakukan anak yang belum dewasa atau
baligh, hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidaak cakap melak
cakap melakukan akad dan tidak pula cakap untuk menggugurkan hak
miliknya.
4) Tidak berada di bawah pengampunan, baik karena boros atau lalai karena
orang yang berada di bawah pengampunan dipandang tidak cakap untuk
berbuat kebajikan, maka wakaf yang dilakukannya hukumnya tidak sah.
Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampunan
terhadap diri.Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah
pengampunan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena
tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis
dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak
menjadi beban orang lain. Istihsan adalah meninggalkan qiyas yang nyata untuk
menjalankan qiyas yang tidak nyata (samar-samar) atau meninggalkan hukum kulli
untuk menjalankan hukum istisna’ (pengecualian) disebabkan ada dalil yang menurut
logikan membenarkannya.31
b. Mauquf (benda yang diwakafkan)
Syaratnya, ia harus berupa benda yang jelas menjadi hak milik yang bisa
dipindahkan dan jika tidak hilang bisa memberikan manfaat mubah yang menjadi
tujuan. Criteria benda sebagai syarat harta wakaf mengeluarkan segala sesuatu hanya
berbentuk manfaat (bukan barang) dan wakaf yang wajib dalam tanggungan. Wakaf
31 Jayatun, Ilmu Ushul Fikih (umum dan perbandingan), h. 52-58
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demikian tidak sah kecuali jika berupa benda-benda walaupun hasil rampasan sudah
menjadi hak miliknya, juga sah wakaf orang buta karena tidak diisyaratkan untuk
sahnya wakaf melihat barang yang akan diwakafkan.32
Kriteria yang dimiliki dalam harta yang diwakafkan mencoret segala sesuatu
yang tidak dimiliki, seperti harta mubah di antaranya jembatan, sekolah, tepian sungai
dan pantai.Kendati demikian, pemerintah untuk mewakafkan sesuatu dari baitul mal
untuk keperluan tertentu atau individu tertentu dengan syarat ada kemashlahatan
dalam hal tersebut sebab semua tindakan terkait dengan kemashlahatan seperti wali
anak yatim seandainya imam melihat dijadikan hak miliknya, maka boleh.33
Berdasarkan kriteria bisa dipindahkan, wakaf tidak boleh berupa segala
sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan tidak boleh memindahkan jika berupa
manfaat yang tidak diperbolehkan menurut syar’I, misalnya wakaf alat music, sebab
manfaat alat music haram hukumnya dengan begitu tidak bisa dimiliki.34
Selanjutnya berdasarkan kriteria bisa dimanfaatkan walaupum hilang dalam
bentuk manfaat mubah yang menjadi tujuan wakaf tidak boleh berupa segala sesuatu
yang bisa dimanfaatkan namun zatnya hilang dengan pemanfaatan tersebut, misalnya
makanan.Sebab manfaat makanan terletak pada konsumsinya, padahal yang
diisyaratkan dalam wakaf adalah pengambilan manfaatnya secara terus-menerus.Dari
sini, tidak diperbolehkan seseorang menyewa tanah lalu mewakafkannya, sebab ini
32 Jayatun, Ilmu Ushul Fikih (umum dan perbandingan), h. 52.
33 Jayatun, Ilmu Ushul Fikih (umum dan perbandingan), h. 53.
34 Jayatun, Ilmu Ushul Fikih (umum dan perbandingan), h. 54.
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merupakan bentuk rekayasa hukum bagi mereka yang ingin tetap memanfaatkan
sesuatu yang diwakafkan setelah harta itu diwakafkannya.35
Adapun tolok ukur manfaat yang dituju dan sah menjadi harta wakaf adalah
segala sesuatu yang bisa disewa dengan syarat tetapnya hak milik dalam harta
tersebut.36
c. Sasaran wakaf
Sasaran wakaf yakni wakaf yang diberikan itu mesti jelas sasarannya. Dalam
hal ini ada dua sasaran wakaf, sebagaimana disinggung di atas, yaitu:
1) Wakaf untuk mencari keridhaan Allah. Wakaf jenis ini tujuannya adalah
untuk memajukan agama islam atau karena motivasi agama. Contohnya
adalah berwakaf untuk kepentingan rumah ibadah kaum muslimin.
2) Wakaf untuk meringankan atau untuk membantu seseorang atau orang-orang
tertentu  atau masyarakat bukan karena motiasi agama. Contohnya adalah
berwakaf untuk fakir miskin atau berwakaf untuk keluarga. Dalam hal sasaran
wakaf ini, yang perlu digaris bawahi ialah bahwa wakaf tidak boleh dilakukan
untuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan agama islam.37
d. Pernyataan Wakaf (shigat Waqf)
Sighat hendaknya diucapkan dengan ucapan yang menunjukkan maksud dari
akad seseorang yang mampu berbicara karena kepemilikan dalam akad wakaf
35 Jayatun, Ilmu Ushul Fikih (umum dan perbandingan), h. 55.
36 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, h.
399-400
37 Helmi Karik, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT.Rajawali Pers, 2002), h. 110
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tergantung kepada proses perpindahannya untuk orang yang menerima wakaf melalui
ucapan qabul.
Jika dia membangun sebuah masjid dalam lokasi hak miliknya, dia shalat di
dalamnya dan mengizinkan orang lain untuk shalat, maka dia tidak dianggap wakaf
dengan perbuatan ini bahkan harus ada ucapan wakaf atau yang sama dengan wakaf
seperti dia berkata: “saya mewakafkan bangunan ini menjadi masjid untuk shalat dan
menegakkan syiar-syiar agama Allah” karena wakaf adalah penghapusan hak milik
dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak sah tanpa ada ucapan
sedangkan dia mampu.38
2. Syarat-syarat wakaf
Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan yang mewakafkan (waqif) ialah
bahwa wakif mempunyai kecakapan melakukan tabarru’, yaitu melepaskan hak milik
tanpa imbalan materi, orang yang dikatakan cakap bertindak tabarru adalah baligh,
berakal sehat dan tidak dipaksa.Syarat-syarat yang berkaitan dengan harta yang
diwakafkan ialah bahwa harta wakaf merupakan harta yang bernilai, milik yang
mewakafkan dan tahan lama untuk digunakan.39
Harta wakaf dapat juga berupa uang yang dimodalkan, berupa saham pada
perusahaan dan berupa uang yang dimodalkan, berupa saham pada perusahaan dan
berupa apa saja yang lainnya, yang penting pada harta yang berupa modal ialah
38 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, h.
407
39 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2002) h.
243.
29
dikelola dengan sedemikian rupa hingga mendatangkan kemashlahatan atau
keuntungan. Syarat-syarat tujuan wakaf ialah bahwa tujuan wakaf harus sejalan
dengan nilai-nilai ibadah, sebab wakaf merupakan salah satu amalan shadaah dan
shadaqah merupakan salah satu kategori ibadah, maka tujuan wakaf harus yang
termasuk kategori ibadah atau sekurang-kurangnya adalah merupakan perkara-
perkara mudah menurut ajaran agama Islam, yakni yang dapat menjadi sarana ibadah
dalam arti luas.40
Harta wakaf harus segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan, bila wakaf
diperuntukkan membangun tempat-tempat ibadah umum, hendaklah ada badan yang
menerimanya.
Syarat-syarat shigat wakaf adalah wakaf di-shigat-kan, baik dengan lisan,
tulisan maupun dengan isyarat.Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pertanyaan
wakif (ijab) dan Qabul mauquf ‘alaih tidaklah diperlukan.Isyarat hanya boleh
dilakukan bagi wakif yang tidak mampu melakukan lisan dan tulisan.41
C. Sejarah Perkembangan Wakaf
Secara universal dan substansial, pada dasarnya praktek wakaf telah
diaplikasikan oleh umat manusia sepanjang sejarah.Hal tersebut dapat dilihat dari
indikasi kemajuan sebuah peradaban umat manusia adalah berupa peninggalan fisik
sebagai bukti kemajuan dalam segala aspek kehidupan. Dengan kata lain, harta
40 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam h. 244
41 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam h. 243-244
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menempati fungsi sentral dalam setiap bentuk peninggalan peradaban umat
manusia.42
Dari peninggalan tersebut dapat diketahui berbagai perkembangan system
ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan dan distribusi harta. Namun demikian,
keberagaman system yang dibangun berujung pada tujuan yang sama, yaitu demi
kemakmuran sebagai cermin utama kemajuan sebuah peradaban. Namun sejak
datangnya Islam, wakaf dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh mayoritas
masyarakat Islam Indonesia, yaitu paham Suafi’iyyah dan adat kebiasaan setempat.43
Pola pelaksanaan wakaf sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan yang
mengatur wakaf, masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan seperti
mewakafkan tanah secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau
lembaga tertentu tanpa melalui prosedur administrative karena dianggap sebagai
suatu amalan ibadah semata dan harta wakaf merupakan milik Allah semata yang
siapapun tidak akan berani menggugat.44
Berbagai artefak peninggalan peradaban manusia dalam setiap generasi
menunjukkan bahwa peninggalan yang tersisa berupa fasilitas umum, yang
kebanyakan berupa tempat peribadatan (pemujaan). Secara konsisten, fenomena
tersebut tetap dapat dijumpai pada segala bentuk manifestasi peradaban sampai
periode modern sekali pun. Dalam peradaban global yang dihadapkan pada persoalan
42 Mukhtar Lutfi, Optimalisasi Pengelolaan Wakaf,  (Makassar, Alauddin University Press,
2010), h. 25.
43 Mukhtar Lutfi, Optimalisasi Pengelolaan Wakaf, h. 25.
44 Mukhtar Lutfi, Optimalisasi Pengelolaan Wakaf,  h. 25.
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mendasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia, terutama dihadapkan pada
ketersediaan lahan yang terbatas dan tidak bertambah, sementara jumlah penduduk
selalu bertambah. Belum lagi tantangan meningkatnya pemanasan global yang
mengancam keberlangsungan kehidupan di atas bumi.Menjadi sebuah keharusan
bahwa upaya alternative untuk mendapatkan solusi yang berkelanjutan.45
Wakaf pada masa Rasulullah SAW.dalam sejarah Islam, wakaf telah
disyariatkan setelah Rasulullah SAW. hijrah ke Madinah. Tepatnya pada tahun ke dua
hijriyah.Tetapi, ada dua pendapat berkaitan dengan siapa yang pertama kali
melaksanakan wakaf.Pendapat pertama menyatakan bahwa Rasulullah SAW.yang
pertama kali melaksanakan wakaf, yaitu wakaf tanah milik beliau untuk dibangunkan
masjid. Juga dijelaskan, bahwa Rasulullah SAW pernah mewakafkan tujuh kebun
kurmanya di Madinah, diantaranyakebun A’raf, Shafiyah, Dalal, barqah dan kebun
kurma lainnya.46
Adapun pendapat yang kedua, menyatakan, bahwa yang pertama kali
melaksanakan wakaf adalah Umar bin Khattab.47 Pendapat ini berdasarkan hadits
nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra:
 َح ُﻋ ﱠَنأ ,ﺎَﻤُﮭْﻨَﻋ ُﷲ َﻲِﺿَر َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑا ُﺚْﯾِد َب ﺎََﺻأ ,ُﮫْﻨَﻋ ْﷲ َﻲِﺿَر ,ِب ﺎﱠﻄَﺨْﻟا َﻦْﺑ َﺮَﻤ
 ِِّﻧإ,ِﷲ َلْﻮُﺳَر ﺎَﯾ :َلﺎَﻘَﻓ,ﺎَﮭْﯿِﻓ ُه ُﺮِﻣ ْ َﺄﺘْﺴَﯾ ْﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُﷲ ﻰﻠَﺻ ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟا َﻰَﺗﺄَﻓ َﺮَﺒْﯿَِﺨﺑ ﺎًﺿَْرأ ﻲ
 ِﻣ يِﺪْﻨِﻋ َﺲَﻔَْﻧأ ﱡَﻂﻗ ًﻻ ﺎَﻣ ْﺐُِﺻأ ْﻢَﻟَﺮَﺒْﯿَِﺨﺑ ﺎًﺿَْرأ  ُﺖْﺒََﺻأ ِْنإ : َل ﺎَﻗ ؟ ِﮫِﺑ ُﺮُﻣَﺄﺗ ﺎَﻤَﻓ ,ُﮫْﻨ
  ,ُثَرُْﻮَﯾﻻَو ,ُﺐَھُْﻮﯾ َﻻَو ,ُع ﺎَُﺒﯾ َﻻ ُﮫﱠَﻧأ ,ُﺮَﻤُﻋ ﺎَﮭِﺑ َق ﱠﺪََﺼﺗَو ,ﺎََﮭﻠَْﺻأ َﺖْﺴَﺒَﺣ َْﺖﺌِﺷ
ا ِﻦْﺑاَو ,ِﷲ ِﻞْﯿِﺒَﺳ ﻲِﻓ َو  ,ِب ﺎَﻗ ِّﺮﻟا ﻲِﻓَو ,َﻰﺑ ُْﺮﻘْﻟا ﻲِﻓ َو ,ِءاَﺮَُﻘﻔْﻟا ﻲِﻓ ﺎَﮭَﺑ َقﱠﺪََﺼﺗو ,ِﻞِْﯿﺒﱠﺴﻟ
45 Mukhtar Lutfi, Optimalisasi Pengelolaan Wakaf. h. 26.
46 Mukhtar Lutfi, Optimalisasi Pengelolaan Wakaf, 27.
47 Departemen Agama Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kumpulan Khutbah Wakaf, Dirjen
Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta 2008, h. 4-5
32
 ﺎَﻗ ,ٍل ِّﻮََﻤﺘُﻣ َﺮْﯿَﻏ َﻢِﻌُْﻄﯾَو ,ِفْوُﺮْﻌَﻤْﻟا ﺎِﺑ ﺎَﮭْﻨِھ َﻞُْﻛﺄَﯾ َْنأ ﺎَﮭَﯿِﻟَو ْﻦَﻣ ﻰَﻠَﻋ َح ﺎﻨَُﺟﻻ ,ِﻒْﯿ ﱠﻀﻟاَو
 ًﻻ ﺎَﻣ ٍﻞِّ َﺛَﺄﺘُﻣ َﺮْﯿَﻏ : َل ﺎَﻘَﻓ ,َﻦْﯾِﺮْﯿِﺳ َﻦْﺑا ِﮫِﺑ ُﺖْﺛﱠﺪَﺤَﻓ : (يِو ﱠﺮﻟا) َل
Artinya
“Dari Ibnu Umar ra, berkata bahwa sahabat Umar memperoleh sebidang tanah
di Khaibar, kemudian ia menghadap Rasulullah SAW untuk memohon
petunjuk. Umar berkata “ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di
Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang
engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah menjawab “ bila kamu suka, kamu
tahan pokok tanah itu dan kamu nsedekahkan hasilnya”. Kemudian Umar
melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan.
Berkata Ibnu Umar “Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir,
kaum kerabat, budak belian, sabilillah, dan ibnu sabil dan tamu. Dan tidak
dilarang bagi yang menguasai (mengurus) tanah wakaf tersebut untuk makan
dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak
bermaksud menumpuk harta.” (HR. Muslim).48
Hadits dari Ibnu Umar menjadi landasan ajran wakaf dalam Islam. Dari hadits
di atas, setidaknya ada lima prinsip umum sebagai kerangka wakaf: (1) kedudukan
wakafsebagai sedekah sunnah yang berbeda dengan zakat (2) harta wakaf tidak boleh
dijual belikan, diwariskan, dihibahkan atau pun disumbangkan (3) asset wakaf harus
dikelola secara produktif dan professional (4) hasil wakaf harus diperuntukkan untuk
tujuan yang baik (5) pengelola wakaf boleh mendapatkan bagian yang wajar dari
hasil pengelolaan wakaf tersebut. 49
Pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, praktek wakaf semakin
luas.Semua orang berlomba-lomba untuk melaksanakannya.Pada masa dinasti ini,
wakaf tidak hanya diperuntukkan bagi kaum miskin, tetapi juga dijadikan modal
untuk membangun lembaga pendidikan, perpustakaan dan membayar gaji para
48 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadits-hadits Hukum, Jilid 3, (Cet. I;
Semarang: Pustaka Rizki Putra, , 2011), h. 485-486.
49 Departemen Agama Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kumpulan Khutbah Wakaf, h. 6.
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stafnya, membayar gaji guru dan memberikan beasiswa kepada para pelajar dan
mahasiswa. Menariknya, pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap
antusias masyarakat untuk berwakaf.Dengan mengatur pengelolaan wakaf, sebagai
sector tersendiri dalam membangun solidaritas social dan ekonomi rakyat. Termasuk
tata cara pengelolaannya, pemeliharaannya, dan penggunaan harta wakaf tersebut.50
Pada masa Dinasti Umayyah, khususnya pada masa Hisyam ibn Abdul Malik,
yang menjadi hakim Mesir adalah taubah bin Ghar al-Hadrami. Beliaulah yang
pertama kali melakukan pengembangan dan pengelolaan wakaf di Mesir dan Bashrah,
terutama dengan membentuk lembaga wakaf tersendiri, dibawah pengawasan hakim.
Pada Dinasti Abasiyyah, terdapat lembaga wakaf yang disebut Shadr al-
Wukuf yang bertugas mengurusi administrasi dan memilih staf pengelola  lembaga
wakaf. Setelah perwakafan menjadi lebih terorganisir, baik secara administrasi
maupun pengelolaannya, dengan demikian manfaat wakaf juga lebih semakin terasa
oleh rakyat banyak.51
Pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir, hampir semua tanah pertanian
menjadi harta wakaf, dan semuanya dikelola oleh Negara dan bahkan menjadi milik
Negara di bawah kendali baitul maal. Hal ini tidak mengherankan, karena Negara
Ayyubiah adalah Negara militer yang menganut system oligarkhi, dimana struktur
pemerintah Negara, disusun berdasarkan struktur militer. Ketika Shalahuddin al-
Ayyubi memerintah, ia berusaha mewakafkan tanah-tanah milik Negara untuk
50 Departemen Agama Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kumpulan Khutbah Wakaf, h. 7.
51 Departemen Agama Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kumpulan Khutbah Wakaf, h.8
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diserahkan kepada yayasan keagamaan dan social. Tindakan ini dilakukan dengan
mencontoh praktek wakaf sebelumnya, yang dilakukan dinasti Fathimiyah.Dinasti
inilah yang mendirikan universitas al-Azhar Kairo, terutama pada masa Sultan Al-
Muiz Li Dinillah, yang memerintah panglimanya Jauhar al-Siqili untuk membangun
al-Azhar.Hingga kini, universitas al-Azhar masih berdiri megah, dengan ribuan
mahasiswanya.Hebatnya semua diberi beasiswa dari hasil pengelolaan wakaf.52
Pada masa Dinasti Mamluk, aktifitas wakaf sangat pesat dan beraneka ragam,
sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnyaboleh diwakafkan.benda yang paling
banyak diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti
gedung perkantoran, penginapan dan ruang belajar. Tahun 1280 H, pemerintah Turki
Utsmani mengeluarkan Undang-undang yang mengatur masalah pembukuan
pelaksanaan wakaf.dalam undang-undang ini, diatur masalah pencatatan wakaf,
serifikasi wakaf, tata cara pengelolaan wakaf, upaya-upaya untuk mencapai tujuan
wakaf dan lain sebagainya. 53
Pada tahun 1287 H pemerintah Turki juga mengeluarkan Undang-undang
tentang kedudukan tanah produktif kekuasaan turki yang berstatus wakaf.
Wakaf terus dilaksanakan di Negara-negara Islam hingga sekarang, tidak
terkecuali Indonesia.Hal ini tampak dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang
berasal dari agama Islam itu telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia
52 Departemen Agama Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kumpulan Khutbah Wakaf, h. 9.
53 Departemen Agama Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kumpulan Khutbah Wakaf, h. 9.
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sendiri.Dan juga di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda
bergerak atau benda tidak bergerak.54
Di Negara-negara Islam lainnya, wakaf mendapat perhatian yang serius,
sehingga wakaf menjadi amal social yang mampu memberikan manfaat kepada
masyarakat umum. Wakaf akan terus mengalami perkembangan dengan berbagai
inovasi yang signifikan seiring dengan perubahan zaman, semisal bentuk wakaf tunai,
wakaf HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan lain-lain. Indonesia juga menaruh
perhatian yang serius terhadap wakaf. Hal ini tampak dengan diajukannya Rancangan
Undang-undang Wakaf (RUU) yang sudah ditandatangani Presiden Megawati
Soekarno Putrid an segera diundangkan dalam waktu dekat sebagai upaya
pengintegrasian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang
terpisah.55
D. Harta Wakaf sebagai Dana Umat
1. Harta wakaf adalah dana umat
Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah, yang nilainya lebih dominan pada
ibadah social. Ini berarti juga merupakan salah satu jenis dari beberapa jenis ibadah
serupa, seperti amal shalih, shdaqah, infaqdan lainnya: yang kesemuanya itu
merupakan bentuk charity (charitable endowments). Dalam fiqh klasik, wakaf
biasanya diharuskan mengandung tiga syarat: (a) barang yang diwakafkan itu berupa
barang tetap yang dapat diambil manfaatnya, sehingga tidak seperti mewakafkan
54 Departemen Agama Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kumpulan Khutbah Wakaf, h. 9
55 Departemen Agama RI Direktorat pemberdayaan Wakaf, Pedoman Pengelolaan Wakaf
Tunai, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, , 2010), h. 13-14.
36
makanan yang akan habis setelah dimakan; (b) yang diberi wakafsudah jelas, bukan
yang aka nada sehingga tidak mungkin menyerahkan harta wakaf kepada orang
belum lahir, sudah meninggal, masjid yang belum ada dan semacqamnya; dan (c)
barang yang diwakafkan bukan barang haram: tidak dibenarkan mewakafkan tempat
lokalisasi pelacuran atau semacamnya. Harta wakaf berupa tanah yang telah diberikan
kepada Masjid Besar Besar Kauman Semarang dan masjid yang lain dan yayasan lain
pula telah memenuhi syarat tersebut.56
Harta wakaf yang selama ini kita ketahui, bukanlah wakafyang diberikan
kepada perorangan (tentu harta wakaf tidak dapat diwariskan oleh ahli waris dari
orang yang menerima wakaf tadi). Yang menerima wakaf biasanya sudah berupa
badan hukum, seperti BKM atau Yayasan.57 Kini tinggal siapa yang berhak untuk
memanfaatkannya dan tentu bagaimana manajemennya. Oleh karena itu, di sini perlu
ada ketegasan bahwa harta wakaf itu adalah “dana Umat”, yang pemanfaatannya
haruslah untuk kemashlahatan umat pula, bukan semata-mata kemashlahatan
perorang, pengurus BKM , atau pengurus yayasan.
Bukan pula para pejabat atau para wakil rakyat. Ketika berbicara mengenai
umat, tidak mustahil akan muncul beberapa perdebatan tentang definisi umat itu
sendiri. Dan dalam waktu bersamaan juga akan muncul perbedaan pendapat siapa
yang berhak mengatas namakan umat. Yang jelas, harus dihindari pengertian partisan,
56 A. Qodri Azizy, Membangun Pondasi Ekonomi Umat (Meneropong prospek
berkembangnya Ekonomi islam), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) , h. 122.
57 A. Qodri Azizy, Membangun Pondasi Ekonomi Umat (Meneropong prospek
berkembangnya Ekonomi islam), h. 122.
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apalagi partisan politik. Namu, yang perlu ada kesepakatan adalah bahwa harta wakaf
, apa lagi yang besar itu, haruslah jelas merupakan dana umat, bukan dana milik
pengurusnya, yang pemanfaatannya harus mengarah kepada kemashlahatansecara
umum. Dengan kata lain, umat Islam menjadi wajib untuk ikut memiliki, sekaligus
dalam pengertian ikut memelihara, membela dan mengawasi penggunannya itu.
Jangan sampai terjadi sikap cuek terhadap “Dana Umat” tadi atau Umat Islam merasa
terpinggirkan.58
2. Skala prioritas dan manajemen.
Berbicara mengenai pemanfaatan untukkemashlahatan tidak berarti asal
dihabiskan tanpa perhitungan dan pertimbangan. Sudah saatnya dihindari penggunaan
dana secara konsumtif. Ini berarti prerlu ada pemetaan tantang apa saja yang masuk
kategori manfaat secara umum. Langkah berikutnya adalah harus mampu membuat
skala prioritas, mana atau apa saja yang perlu didahulukan dianatara sekian banyak
hal atau program yang dapat dikategorikan kemashlahatan umum itu. Di sini perlu
ada manajemen yang jitu untuk mengelola harta wakaf tadi, bukan hanya sekedar
untuk hal-hal yang konsumtif dan tidak terkontrol.59
Oleh karena itu, untuk kemashlahatan umum dengan sekian banyak skala
prioritas, maka akan meliputi setidaknya program-program yang dapat dikategorikan
ke dalam beberapa jenis: (a) bangunan fisik (b) peningkatan keilmuan ; (c)
58 A. Qodri Azizy, Membangun Pondasi Ekonomi Umat (Meneropong prospek
berkembangnya Ekonomi islam), h. 123..
59 A. Qodri Azizy, Membangun Pondasi Ekonomi Umat (Meneropong prospek
berkembangnya Ekonomi islam), h. 124.
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pendidikan; (d) beasiswa; (e) pemberdayaan masyarakat, meliputi pembrerdayaan
ekonomi umat, pemberdayaan partisipasi masyarakat atau umat, pemberdatyaan
HAM masyarakat, dan sebagainya; (f) pembinaan keluarga sakinah; (g) pembinaan
dan pengembangan remaja muslim; (h) pusat kajian studi; (i) pusat konsultasi; (j)
pembinaan anak jalanan; dan lain-lain.60
Dari kesemuanya itu dapat dibuat skala prioritas atau dapat pula memakai
cara presentase dari pemanfaatan semua harta wakaf. Dengan pemetaan dan
pemikiran seperti ini , seharusnya tidak ada alasan untuk membiarkan ada anak
sekolah tidak mampu meneruskan sekolah lantaran tidak mampu membayar uang
SPP. Hal ini mengingat begitu besarnya dana umat (harta wakaf, rtambahan lagi yang
berasal dari harta zakat serta yayasan yang mengelola harta wakaf).61
Jika belum bisa sampai kepada beberapa sasaran tersebut, kemungkinan
besar ada sesuatu yang tidak beres yang menuntut kita untuk segera memberesi.
Bahkan lebih dari itu, dana umat yang sudah ada berupa beberapa tanah yang
bersertifikat yang telah dikembalikan itu perlu dikembangkan lagi, sehingga yang
sudah ada itu merupakan modal awal. Tambahan lagi, bangunan dan lainnya,
termasuk beberapa jenis usaha, yang sekiranya berada di dalam tanah wakaf itu
dsudah semestinya diserahkan saja kepada dana umat ini, sekaligus hendaknya ada
kedsadaran untukmemberikan atau mewakafkan usahanya itu. Mereka yang merasa
60 A. Qodri Azizy, Membangun Pondasi Ekonomi Umat (Meneropong prospek
berkembangnya Ekonomi islam), h. 125.
61 A. Qodri Azizy, Membangun Pondasi Ekonomi Umat (Meneropong prospek
berkembangnya Ekonomi islam), h. 125.
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memilikinya telah menikmati hasilnya selama beberapa tahun silam yang selanjutnya
agar menjadi amal akhirat mereka.62
Hal lain yang erat sekali kaitannya dengan pengelolaan dana umat ini adalah
bagaimana menjadikan tanah itu lebih besar atau lebih tinggi prokduktifitasnya.
Artinya, kalau pemanfaatannya perlu pemetaan skala priotritas seperti di atas, maka
pengelolannya sebagai sumber dana juga perlu inovasi, sehingga tidak hanya sekedar
dengan model tradisional. Tanah yang luas itu seharusnya tidak sekedar dijadikan
lahan garapan pertanian tradisional, namun harus berpikir produktifitasnya, sekaligus
dengan timbangan efesiensi dan efektifitas.63
Perlu kita perhatikan, bahwa dari jenis-jenis program yang disebut, yang
harus serius dikerjakan adalah keberadaan dana umat sebagai modal perberdayaan
ekonomi rakyat. Di sini bukan saja untuk memberi modal usaha kepada anggota
umat, namun harus diawali dari pelatihan (training) yang mencakup mentalitas dan
skill untukusaha mandiri.Ini mencakup pelatihan kewirausahaan oleh para pelatih
yang professional, bukan sekedar oleh para birokrat.Dari training sampai dengan
implementasi usahanya sekaligus dapat dilatahi dengan bisnis, manajemen, dan
ekonomiyang sesuai dengan syariah.64
62 A. Qodri Azizy, Membangun Pondasi Ekonomi Umat (Meneropong prospek
berkembangnya Ekonomi islam), h. 126.
63 A. Qodri Azizy, Membangun Pondasi Ekonomi Umat (Meneropong prospek
berkembangnya Ekonomi islam), h. 127.
64 A. Qodri Azizy, Membangun Pondasi Ekonomi Umat (Meneropong prospek
berkembangnya Ekonomi islam), h. 127.
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BAB III
BIOGRAFI TENTANG IMAM ABU HANIFAH
A. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah
1. Identitas Imam Abu Hanifah
Nama lengkap Abu Hanifah adalah all-Nu’man ibn Tsabit ibn al-Zutha al-
Farisi. Inilah namanya yang paling masyhur. Atas dasar ini, berarti ia berasal dari
keturunan Persia. Kakeknya berasal Kabul yang menjadi tawanan ketika Kabul
ditaklukkan bangsa Arab, kemudian dibebaskan oleh Bani Taym ibn Tsa’labah. Jadi
hak wala’nya mengikuti Bani Taym. Begitulah riwayat nasab Abu Hanifah yang
dituturkan oleh cucunya, yaitu Umar ibn Hammad ibn Abi Hanifah.1
Meski demikian, cucu Abu Hanifah yamg lain, yaitu Ismail (saudara Umar),
menyebutkan bahwa nama lengkap Abu Hanifah adalah al-Nu’man ibn Tsabit ibn al-
Nu’man  ibn al-Marzuban. Iasmail berkata, “Namaku Ismail ibnHammad ibn al-
Nu’man ibn al-Tsabit ibn al-Nu’man ibn al-Marzuban, dari kalangan keluarga Persia
yang merdeka. Demi Allah, tak sekali pun kami pernah mengalami perbudakan”.
Lepas dari perdebatan apakah perbudakan pernah dialami oleh kakeknya atau tidak,
Abu Hanifah dan ayahnya lahir dalam status merdeka.2
Kapasitas keilmuan dan kemuliaannya tidak terpengaruh oleh perdebatan
tersebut karena kemuliaan Abu Hanifah bukan berdasarkan nasab atau harta,
melainkan karena keunggulannya dalam ilmu pengetahuan, intelektualitas, dan
ketakwaan.
1 Tariq Suwaidan, Biografi Imam Abu Hanifah Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang
Pengusung Kebebasabn Berpikir. (Cet. I;Jakarta: Zaman, 2013), hlm 18.
2 Tariq Suwaidan, Biografi Imam Abu Hanifah Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang
Pengusung Kebebasabn Berpikir. h. 20.
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Dalam hal ini al-Makki berkata “Ketahuilah bahwa ketakwaan adalah nasab
yang paling tinggi dan perantara paling kuat untuk mendapatkan pahala.” Allah
berfirman dalam QS. Al-Hujurat/49: 13








Terjemahnya:
Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.3
Abu Hanifah dilahirkan di Kufah pada 80 Hijriah. Demikian pendapat yang
paling kuat (rajih), seperti yang disebutkan oleh al-Khatib dalam sebuah riwayat
tentang pernyataan Ismail, cucu Abu Hanifah. Ismail berkata, “ kakekku dilahirkan
pada tahun 0 Hijriah. Tsabit yang waktu itu masih kecil perrnah menemui Ali ibn Abi
Thalib , dan Ali lalu mendoakan Tsabit serta keturunannya supaya mendapat
keberkahan. Kami pun berharap Allah berkenan mengabulkan doa Ali ibn Thalib
tersebut”.4
3 M. Quraish Hihab, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al- Qur’an), (Jakarta:
Lentera Hati, 2010), h. 603.
4 Tariq Suwaidan, Biografi Imam Abu Hanifah Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang
Pengusung Kebebasabn Berpikir. h. 20.
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Al-Nu’man ibn al-Marzuban, ayah Tsabit pernah member faludzal (sejenis
roti dari gandum) kepada Ali ibn Thalib saat perayaan hari Nayruz. Waktu itu al-
Nu’man sembari berkata, “semoga setiap hari kami adalah Nayruz”. Menurut riwayat
lain hal itu terjadi pada pesta perayaan sebuah festival (mahrajan). Ia berkata,
“semoga kita merayakan festival setiap hari”. Abu hanifah tumbuh besar di Kufah
dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di sana. Ia tinggal dengan keluarga yang
harmonis, sejahtera dan kaya. 5
Hidupnya diarahkan pertama kali untuk menghafal al-Qur’an. Setelah hafal, ia
mencoba sekuat tenaga untuk menjaga hafalannya. Oleh sebab itu, ia termasuk orang
yang paling sering membaca al-Qur’an, hingga diriwayatkan bahwa ia
menghatamkan al-Qur’an beberapa kali dalam bulan Ramadhan. Dlam sejumlah
riwayat dari jalur yang berbeda-beda disebutkan, “Abu hanifah belajar al-Qur’an dari
Imam ‘Ashim, salah satu imam qira’ah tujuh.” Abu Hanifah tinggal di Kufah. Di
sanalah ia dilahirkan dan menjalani kehidupannya. Kufah salah satu kota besar di
Irak, bahkan satu dari dua kota besar yang ada pada waktu itu.6
Irak menjadi pusat berbagai aliran keagamaan. Irak menjadi pusat kebudayaan
dan peradaban kuno. Pada masa pra-Islam, bangsa Suryani telah tersebar banyak di
daerah-daerah Irak. Mereka juga sudah mendirikan sejumlah lembaga pendidikan
khusus (madrasah) yang menjadi tempat pertemuan filsafat Yunani dan ilmu hikmah
Persia. Irak dihuni oleh orang-orang dari berbagai suku dan etnis. Tak aneh bila di
5 Tariq Suwaidan, Biografi Imam Abu Hanifah Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang
Pengusung Kebebasabn Berpikir. h.21.
6 Tariq Suwaidan, Biografi Imam Abu Hanifah Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang
Pengusung Kebebasabn Berpikir. h. 22
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sana sering kali terjadi pertentangan pendapat dalam masalah politik dan dasar-dasar
keyakinan. Di sana terdapaat kelompok Syiah, Khawarij dan Muktazilah.7
Pada masa Abu Hanifah, banyak tabiin dan mujtahid yang bermukim di Irak.
Mereka saling bertemu, berkumpul, dan berdiskusi. Diantara mereka terdapat nama
Abdullah ibn Mas’ud yang telah diutus oleh Khalifah Umar ibn Khatab untuk
mengajarkan ilmu agama kepada penduduk Irak. Nama lainnya adalah sahabat
sekaligus menantu Nabi, yaitu Ali ibn Abi Thalib. Meski sibuk dalam dunia
perdagangan, Abu Hanifah muda menyaksikan dan menaruh perhatian pada ilmu
pengetahuan dan berbagai pendapat peninggalan para sahabat di Irak. Pikirannya
mulai tergugah dan terbentuk dalam satu paradigm yang kuat.8
Ia mulai berani berdialog dan berdebat dengan penganut agama dan aliran
yang berbeda-beda. Semua itu dilakukan ketika dirinya baru meginjak usia remaja.
Bersamaan dengan itu, ia tetap focus pada bidang perdagangan, bidang yang
dianjurkan oleh orangtuanya. Ia serius menjalani hidupnya sebagai pedagang mata
pencarian utama keluarganya. Ketika beliau sudah mulai mengenal cara mengatur
hidup dengan mulai berdagang, mencari nafkah untuk keluarganya sehingga tidak
punya banyak kesempatan menemui para ulama kecuali ketika libur. Beliau biasa
berdiskusi dengan orang lain, berkawan dengan para petani lebah yang berhasil
memberinya kemampuan orasi yang baik dan fitrah yang suci. 9
Pekerjaan sebagai pedagang berhasil menanamkan dua sifat baik baginya,
yaitu jauh dari penguasa dan tidak berminat dengan jabatan. Keadaan ini terus
berlangsung sampai Imam Abu Hanifah mampu menarik simpati dan rasa kagum para
7 Tariq Suwaidan, Biografi Imam Abu Hanifah Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang
Pengusung Kebebasabn Berpikir. h. 22
8 Tariq Suwaidan, Biografi Imam Abu Hanifah Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang
Pengusung Kebebasabn Berpikir. h. 23
9 Tariq Suwaidan,Biografi Imam Abu Hanifah Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang
Pengusung Kebebasabn Berpikir.h. 23.
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ulama untuk memotivasinya belajar dan menambah wawasan.10 Ada yang
meriwayatkan tentang Imam Abu Hanifah, ia pernah berkata, “aku bertemu dengan
Imam Asy-Sya’bi yang sedang duduk lalu ia memanggilku dan berkata kepadaku,
“Kemana kamu biasanya pergi?” ia menjawab, “ke pasar.” Ia berkata lagi, “yang saya
maksud bukan ke pasar, tetapi bertemu dengan ulama?” saya menjawab, “jangan
engkau lakukan itu, saya melihat kamu ada kemampuan dan bakat yang besar untuk
mencari ilmu dan berguru dengan para ulama.” Imam Abu Hanifah berkata, “setelah
itu saya merasa terbawa dengan ucapannya dan saya tinggalkan pasar kemudian
mencari ilmu, kemudian Allah memberiku manfaat dengan nasihatnya.”11
Imam Abu Hanifah sangat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, terutama
empat jenis ilmu fiqh; fiqh Umar bin Khattab yang berlandaskan kepada konsep
mashlahat, istinbath, dan memperdalam pemahaman hakikat syariat; dan ilmu Abbas
yang berisi al-Qur’an berikut fihnya. Ditambah ilmu dan fiqh Ali bin Abi Thalib dan
Abdullah bin Mas’ud. Syahdan, Imam Abhu Hanifah pernah ditanya oleh Khalifah
Abu Ja’far Al-Mansur ketika sang Imam sudah menjadi seorang ahli fiqh, “Wahai
Nu’man, “Dari muridnya Umar dan Umar, dan muridnya Ali dan Ali, dari murid
Abdullah bin Ma’ud dan Abdullah bin Mas’ud dan dari murid Ibnu Abbas dan Ibnu
Abbas.”12
2. Guru Imam Abu Hanifah
Imam Abu Hanifah dalam lingkungan yang berbeda-beda, mengenal seluk
beluk dan wawasan mereka, kemudian beliau berguru dengan seorang ulama
terkemuka pada zamannya, yaitu Hammad bin Sulaiman yang merupakan guru paling
senior bagi Imam Abu Hanifah dan banyak memberikan pengaruh dalam membangun
mazhab fihnya. Hammad bin Sulaiman belajar fih dari Ibrahim an-Nakha’I,
sedangkan Imam an-Nakha’i belajar dari Alamah an-Nakha’I yang pernah belajar
10 Tariq Suwaidan,Biografi Imam Abu Hanifah Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang
Pengusung Kebebasabn Berpikir.h. 23.
11 Tariq Suwaidan,Biografi Imam Abu Hanifah Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang
Pengusung Kebebasabn Berpikir.h. 23.
12 Rasyad Hasan Khalil, Tharikh Tasyri’ (Sejarah Legislasi Hukum Islam), (Jakarta: Amzah, ,
2009), h. 172.
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dengan Abdullah bin Mas’ud, seorang sahabat terkemuka yang dikenal memiliki ilmu
fiqh dan logika yang mumpuni.13
Imam Abu Hanifah juga belajar dari tabi’in seperti ‘Atha ‘ bin Abi Rabah, dan
Nafi pembantunya Ibnu Umar. Selain itu, beliau juga belajar fih dari hammad bin
Sulaiman. Beliau juga meriwayatkan dari beberapa orang seperti Zaid bin Ali bin
Zainal Abidin, ja’far Ash-Shadi, dan Abdullah bin Hasan. Disamping itu, beliau juga
belajar fiqh selama dalam perjalanan haji dengan beberapa ulama, terutama fuqaha’
Mekah termasuk ketika beliau mukim di sana selama enam tahun setelah beliau hijrah
ke Mekah pada tahun 130 H.14
3. Murid-murid Imam Abu Hanifah
Imam Abu Hanifah memiliki banyak murid. Ada yang tinggal beberapa waktu
untuk belajar dan jika sudah selesai mereka pun pulang dengan membawa bekal dari
gurunya berupa ilmu fiqh. Ada pula diantara murid sang Imam yang selalu menyertai
gurunya sampai beliau wafat. Hal ini tidak aneh, sebab Imam Abu Hanifah adalah
sosok yang dicintai dan mendapat tempat khusus di mata para muridnya. Diantara
murid yang ber-mulazamah (nyantri) dengan sang guru adalah Abu Yusuf,
Muhammad bin Al Hasan Asy-Syaibani, Zufar bin Al-Huzail dan Al-Hasan bin Zaid
Al-Lu’lu’i. Adapun dari keempat murid ini, yang paling banyak jasanya dalam
meriwayatkan pendapat sang guru adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan
Asy-Syabani.
Mereka berdualah yang pertama kali menulis fiqh mazhab Imam Abu hanifah.
Abu Yusuf menulis beberapa kitab, diantaranya: Al-Kharaj, kitab Ikhtilaf Abi
Hanifah, Ikhtilaf Al-Amshar, Al-Washaya dan Ar-Radd ‘ala Malik ibn Anas.
13 Rasyad Hasan Khalil, Tharikh Tasyri’ (Sejarah Legislasi Hukum Islam), h. 172.
14 Rasyad Hasan Khalil, Tharikh Tasyri’ (Sejarah Legislasi Hukum Islam), h. 173-174.
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Sedangkan Muhammad bin Al-Hasan menulis beberapa kitab, antara lain; As-siyar
Al-Kabir, Ar-Radd ‘ala Ahli Al-Madinah, Al-Jami’ Al-Kabir dan Al-Jami’ Ash
Shaghir, serta Az-Ziyadat.15
B. Pemikiran Konsep Wakaf menurut Imam Abu Hanifah
Pada dasarnya seluruh ulama sepakat bahwa benda yang diwakafkan harus
terkandung sifat ta’bid. Hanya Imam malik dan Syiah Imamiah yang menambahkan
aspek batasan waktu (wakaf muaqqat) dalam praktek wakaf di samping sifat ta’bid.
Dasar dari sifat ta’bid rtersebut bersumber pada satu hadits Nabi kepada Umar bin
Khattab
 َﺖﺴَﺒَﺣ َْﺖﺌِﺷ ْنِإ ﺎَﮭِﺑ َﺖْﻗﱠﺪََﺼﺗ َو ﺎََﮭﻠَْﺻا
Artinya:
“Jika engkau mau, maka tahanlah zat (asal) bendanya dan sadaqahkanlah
hasilnya (manfaatnya)”.16
Meskipun memiliki kesamaan dalam sifat ta’bid, terdapat perbedaan dalam
penjabaran dari sifat ta’bid tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah, ta’bid
memilikimakna kekal, yakni harta benda yang diwakafkan harus memiliki sifat abadi.
Secara lebih luas,harta benda ynag dimiliki sifat abadi adalah harta benda ynag
menetap atau tidak bergerak, baik secara alami maupun rekayasa. Namun dalam
pelaksanaannya terdapat perbedaan pendapat menurut Imam Abu Hanifah dengan
Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan Abu Yusuf.17
Menurut Imam Abu Hanifah dan Malikiyah, sifat ta’bid berlaku pada aspek
sifat benda dan pemanfaatan benda yang diwakafkan dan tidak berlaku pada
15 Rasyad Hasan Khalil, Tharikh Tasyri’ (Sejarah Legislasi Hukum Islam), h. 174-175.
16 Muhammad Abu Zahrah , Muhadlarat fi al-Waqf, (t.kp: Dar al-Fikr al-“Arabi, 1997), h.
103.
17 M. Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap
tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf, terj. A. Sani
Fatturrahman dkk. (Jakarta: IIMaN Pres:2010) h. 262.
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perpindahan hak kepemilikan ‘ain yang diwakafkan kecuali jika diwkafkan untuk
masjid. Wakaf muabbad (bersifat selamanya) yang diikuti pindahnya hak milik bagi
Imam Abu hanifah selain karena untuk masjid, juga dapat terjadi karena adanya akad
yang menyebutkan adanya perpindahan hak milik maupun adanya keputusan
pengadilan.
Sifat ta’bid dalam wakaf muabbad menurut Imam Abu Hanifah didasarkan
pada pernyataan nabi yang menyatakan “ apabila kamu menginginkan, maka kamu
dapat menahan asalnya dan sedekahkanlah darinya : harta yang diwakafkan”.
Ungkapan inilah yang kemudian dimaknai bahwa dalam wakaf hanya manfaat yang
memiliki sifat ta’bid dan bukan kepindahan kepemilikan selama tidak untukmasjid
maupun dua hal yang lainnya. Konsekuensi dari pendapat tersebut adalah apabila
waqif meninggal dunia maka harrta benda yang diwakfkan akandikembalikan kepada
keluarganya dan menjadi harta warisan. 18
Imam Abu Hanifah, lebih memaknai ta’bid sebagai sifat kekal yang harus
dimiliki oleh benda yang berwujud pada benda yang tidak bergerak namun tidak
berlaku pada ta’bid terhadap kepemilikan benda yang dijadikan sebagai objek wakaf
melainkan pada sisi pemanfaatannya. Abu Hanifah tidak memperbolehkan wakaf bila
hak kepemilikan pewakaf berpindah tangan selama pewakaf masih hidup. Pewakaf
adalah seorang yang tidak mampu mengelola sendiri hartanya. Pewakaf bukanlah
pemilik yang tidak memiliki hak untuk mengelola. Wakaf juga tidak berarti
mengeluarkan barang ke tangan orang yang bukan pemiliknya dan pewakaf tidak
mengetahui apa pun yang terjadi pada barang tersebut. Lalu, pernyataan bahwa
18 Moh. Abd. Basith, Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Wakaf Buku dalam kitab badai
al-Shanai Karya ‘Alauddin Abi Bakri bin Mas’ud al-Kasani, ( Semarang: Fak. Syariah IAIN
Walisongo, 2011), h. 27-30.
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barang wakaf menjadi hak milik Allah, menurut Abu Hanifah merupakan pernyataan
yang tidak berdasar, karena segala sesuatu di dunia adalah milik Allah.19
Oleh sebab itu, Abu Hanifah tidak membolehkan wakaf kecuali untuk masjid,
karena didasari oleh niat beribadah dan mencari keridhaan Allah. Kebebasan adalah
barang paling berharga yang dimiliki manusia. Abu Hanifah tidak menoleransi
seorang pun untuk campur-tangan dalam pengelolaan orang berakal atas harta
miliknya, selama orang tersebut tidak melanggar ketentuan agama dan tidak
menghalalkan apa yang diharamkan agama. Dengan prinsip ini, perempuan yang
sudah dewasa dan berakal mempunyai hak perwalian atas dirinya sendiri, orang
berakal-bodoh atau tidak- tidak boleh di-hijr karena tindakan tersebut menciderai
kemuliaannya sebagai manusia, orang pailit tidak boleh di-hijr dan ia diperbolehkan
mngelola hartanya sendiri, dan wakaf tidak diperbolehkan kecuali untuk masjid.20
Abu Hanifah menyatakan bahwa transaksi wakaf sama dengan pinjaman
(‘ariyah). Untuk mendukung pendapatnya ini Abu Hanifah mensyaratkan wakaf
berupa benda kongrit yang memiliki karakter lestari dan benda tidak bergerak, bukan
berupa manfaat atau jasa dan bukan benda bergerak.
Menurut pandangannya benda bergerak tidak lestari tidak boleh diwakafkan
kecuali apabila mengikuti benda-benda tidak bergerak. Misalnya seseorang
mewakafkan sawah atau kemudian mewakafkan traktor serta peralatan lain yang
digunakan untuk membjak atau memanen hukumnya boleh. Demikian pula
19 Moh. Abd. Basith, Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Wakaf Buku dalam kitab badai al-
Shanai Karya ‘Alauddin Abi Bakri bin Mas’ud al-Kasani, h. 30.
20 Tariq Suwaidan, bBiografi Imam Abu Hanifah Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup
Sang Pengusung Kenbebasabn Berpikir. h. 255
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mewakafkan masjid beserta hamba sahaya yang mengurus dan menjaga
kebersihannya, hukumnya boleh.21
Selanjutnya Imam Muhammad dan Abu Yusuf membolehkan wakaf kuda dan
senjata yang digunakan untuk peperangan. Kedua murid Abu Hanifah ini
menggunakan istihsan sebagai dasar hukumnya, bukan iyas, karena menurut qiyas
tidak boleh, mengingat wakaf menurut mereka untuk selama-lamanya, sedangkan
benda-benda tersebut tidak memiliki persyaratan yang dimaksudkan. Mereka
mengemukakan kasus Abbas paman Nab dan Khlid yang mewakafkan beberapa baju
besi untuk kepentingan perang. 22
Lebih lanjut Imam Muhammad membolehkan wakaf benda-benda bergerak
yang berlaku di masyarakat seperti wadung, kapak, golok, arit, periuk, wajan, dan
lain-lainnya, termasuk alat-alat dapur dan perkakas rumah tangga. Tetapi Abu Yusuf
tidak setuju dengan pendapat Imam Muhammad tersebut, menurut pendapatnya
peralatan dapur dan perkakas rumah tangga tidak dapat diiyaskan dengan peralatan
perang, karena iyas tidak berlaku pada masalah-masalah yang ada nash. Imam
Muhammad mengajukan jawaban bahwa qiyas  bisa ditinggalkan pada masalah-
masalah yang berlaku di masyarakat. Misalnya transaksi kerja, tidak berlaku qiyas
karena disyaratkan berupa barang dan jasa yang terukur tidak terpenuhi, tetapi sah
karena berlaku di masyarakat. 23
21 Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat (implementasi Wakaf di Pondok modern Darussalam Gontor),(Cet. I; Jakarta:
Kementerian Agama RI, 2010), h. 120.
22 Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok modern Darussalam Gontor), h. 120.
23 Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok modern Darussalam Gontor), h. 120-121.
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Selanjutnya Al-Kasanie, salah seorang penganut madzhab Hanafi memberikan
persyaratan benda wakaf sebagai berikut, harus berupa benda tidak bergerak dan
tidak berubah seperti tanah pekarangan, perkebunan dan sebagainya. Benda-benda
bergerak tidak dapat diwakafkan karena mudah menyusut, mudah berubah dan
hancurpadahal persyaratan wakaf untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Pada
prinsipnya Imam Abu Hanifah seperti dikemukakan oleh al-Kasani, tidak
membolehkan wakaf benda-benda bergerak, termasuk wakaf kuda, wakaf senjata dan
perlengkapan perang lainnya, bahkan wakaf buku-buku perpustakaan pun tidak
boleh.24
Adanya riwayat bahwa Khalid bin Walid mewakafkan kuda dan baju-baju
besi untuk perang diartikan sebagai alat yang selalu dipakai dalam peperangan, bukan
dalam arti diwakafkan. Imam Abu Hanifah pada awalnya memandang bahwa wakaf
bukanlah bagian dari syariat Islam sebagaimana dipahami oleh ulama fikih seperti
syuraih yang mengingkari wakaf secara mutlak. Kemudian menerima wakaf sebagai
suatu amal social yang sama dengan pinjaman. 25
Untuk itu Abu Hanifah memberikan persyaratan yang ketat terhadap benda
wakaf, harus berupa benda yang tidak bergerak dan mamilki karakter lestari. Benda-
benda bergerak relative mudah berubah dan mudah menyusut tidak boleh
diwakafkan. Adapun kedua muridnya Imam Muhammad dan Abu Yusuf,
membolehkan wakaf benda-benda bergerak dengan beberapa persyaratan, pertama
mengikuti benda begerak, kedua berlaku di masyarakat. Dengan demikian benda
24 Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok modern Darussalam Gontor), h. 121.
25 Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok modern Darussalam Gontor), h. 121.
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yang boleh diwakafkan makin luas, mencakup benda tidak bergerak dan benda-benda
bergerak dengan persyaratan tersebut.26
Menurut mazhab Hanafi, bila seseorang mewakafkan sebidang tanah
pertanian, maka termasuk yang diwakafkannya itu. Hal ini ditetapkan berdasarkan
Istihsan. Berdasarkan qiyas jail (jelas illatnya), hak-hak tersebut tidak diperoleh,
karena diqiyaskan kepada jual-beli. Pada masalah jual beli yang penting adalah
pemindahan hak milik dari penjual jepada pembeli. Apabila wakaf diqiyaskan kepada
jual beli, maka yang terpenting adalah pemindahan hak milik itu. Sedang menurut
Istihsan, hak tersebut diperoleh dengan mengiyaskan wakaf itu kepada sewa
menyewa. Dalam soal sewa menyewa, yang terpenting adalah pemindahan hak untuk
memperoleh manfaat dari pemilik barang kepada penyewanya.27
Demikian pula halnya dengan wakaf, yang penting adalah agar barang yang
diwakafkan itu dapat dimanfaatkan. Sebidang tanah pertanian hanya dapat
dimanfaatkan, jika memperoleh pengairan. Jika wakaf itu diqiyaskan kepada jual beli,
maka tujuan wakaf tidak akan tercapai, karena pada jual beli yang diutamakan adalah
pemindahan hak milik. Supaya tujuan tercapai, perlu dicarikan dasar lain, yaitu sewa
menyewa. Kedua persoalan ini ada persamaan illatnya, yaitu mengutamakan manfaat
barang itu, tetapi qiyasnya adalah qiyas khafi (illat samar). Karena ada suatu
kepentingan, maka dilakukan pemindahan dari iyas jail kepada qiyas khafi yang
disebut istihsan.28
26 Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok modern Darussalam Gontor), h. 121-122.
27 M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h.190.
28 M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, h. 191.
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BAB IV
PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG WAKAF
A. Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Wakaf.
Hukum Islam dibangun sesuai dengan fungsi dari agama Islam sebagai
rahmat li al-‘alamin. Konsekuensi dari fungsi tersebut adalah bahwa Islam tidak
hadir sebagai sesuatu yang menyulitkan umat manusia sebagaimana dijelaskan Allah
dalam salah satu firmannya Q.S. al-Hajj/22:78:
...
….
Terjemahnya:
…Dan tidaklah Allah jadikan bagimu dalam agama suatu kesulitan…1
Oleh sebab itu dalam perkembangan hukum Islam, umat Islam diperkenankan
untuk melakukan penetapan hukum terhadap suatu hal yang belum ada kejelasan
hukum dalam sumber hukum Islam. Langkah inilah yang kemudian dikenal dengan
jalan ijtihad. Proses ini merupakan sebuah langkah menyelaraskan ajaran Islam
dengan perubahan zaman. Sebab dalam perubahan zamantentu terdapat perubahan-
perubahan yang tidak jarang membutuhkan ijtihad terhadap penetapan ketentuan
hukum suatu hal yang mengalami perubahan sebagai dampak dari perubahan zaman.
Hal ini menurut Wahbah al-Zuhaili diperbolehkan dengan menyandarkan pada salah
satu prinsip dalam syariat Islam berikut ini.
1 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an), (Jakarta:
Lentera Hati, 2010), h. 303.
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 َﺗ َﻐ ُﺮﯿ َﻻا َﻜﺣ ِمﺎ ِﺑ َﺘ َﺨ ِﺮﯿ َﻻا َﻣز ِنﺎ
Artinya:
Ketentuan-ketentuan hukum dapat berubah dengan berubahnya masa.2
Ijtihad telah menjadi bagian dari pengembangan hukum Islam namun tidak
selamanya hasil ijtihad senantiasa sama antara satu mujtahid dengan mujtahid
lainnya. Hal ini salah satunya dapat terlihat pada pendapat ulama tentang wakaf harta
benda bergerak. Dalam lingkup ulama mazhab, Imam Abu Hanifah merupakan imam
yang memilki pendapat yang berbeda mengenai wakaf benda bergerak. Oleh sebab
itu, ada baiknya sebelum melakukan analisa terhadap implikasi dari penerapan
pendapat Imam Abu Hanifah mengenai tidak bolehnya wakaf, penulis akan
memaparkan terlebih dahulu pendapat ulama (imam Azhab) yang berbeda dengan
pendapat Imam Abu Hanifah.
Pendapat Imam Abu Hanifah mengenai wakaf benda bergerak merupakan
pendapat yang unik. Disebut unik, karena pendapat beliau merupakan pendapat yang
berbeda dari imam mazhab imam lainnya. Ketiga imam mazhab lainnya, yakni Imam
Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Hambali menyatakan tentang kebolehan harta benda
bergerak untuk diwakafkan.3 Perbedaan pendapat tersebut bersumber pada perbedaan
2 Wahbah az-Zuhaili, Konsep darurat dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum
Positif, terj. Said Agil Hussain al-Munawwar dan M. Hadri Hasan dari judul asli inazhariyah al-
Dharurah al-Syariyah Muqaranah Ma’a al-Qanum al-Wadli’i, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1997), h.
51.
3 Muhammad Abu Zahrah, Muh>a>dhara>t fi al-Wa>qf, (Kairo: Dar al-Fikr>, t.th), h. 41.
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dalam menafsiri salah satu Hadist Nabi Muhammad SAW. yang menjelaskan tentang
perintah Nabi kepada Umar untuk menarik shadaqah yang berbunyi sebagai berikut:
 َح ْﻟا َﻦْﺑ َﺮَﻤُﻋ ﱠَنأ ,ﺎَﻤُﮭْﻨَﻋ ُﷲ َﻲِﺿَر َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑا ُﺚْﯾِد ﱠﻄَﺨ ,ِب ﺎ َر َﻋ ْﷲ َﻲِﺿ َب ﺎََﺻأ ,ُﮫْﻨ
 ْﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُﷲ ﻰﻠَﺻ ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟا َﻰَﺗﺄَﻓ َﺮَﺒْﯿَِﺨﺑ ﺎًﺿَْرأ ْﺴَﯾ ْ َﺄﺘ ِﻣ َﮭْﯿِﻓ ُه ُﺮ ِﷲ َلْﻮُﺳَر ﺎَﯾ :َلﺎَﻘَﻓ,ﺎ ﻲِِّﻧإ,
 ْﻨِﻋ َﺲَﻔَْﻧأ ﱡَﻂﻗ ًﻻ ﺎَﻣ ْﺐُِﺻأ ْﻢَﻟَﺮَﺒْﯿَِﺨﺑ ﺎًﺿَْرأ  ُﺖْﺒََﺻأ يِﺪ ِﻣ,ُﮫْﻨ ُﻣَﺄﺗ ﺎَﻤَﻓ ُﺮ ؟ ِﮫِﺑ ِْنإ : َل ﺎَﻗ
 َﻻ ُﮫﱠَﻧأ ,ُﺮَﻤُﻋ ﺎَﮭِﺑ َق ﱠﺪََﺼﺗَو ,ﺎََﮭﻠَْﺻأ َﺖْﺴَﺒَﺣ َْﺖﺌِﺷ ُﯾ ﺎَﺒ ُع َﻻَو ,,ُﺐَھُْﻮﯾ َرُْﻮَﯾﻻَو  ,ُث
 ِّﺮﻟا ﻲِﻓَو ,َﻰﺑ ُْﺮﻘْﻟا ﻲِﻓ َو ,ِءاَﺮَُﻘﻔْﻟا ﻲِﻓ ﺎَﮭَﺑ َقﱠﺪََﺼﺗو ِب ﺎَﻗ َو  , ِﻞْﯿِﺒَﺳ ﻲِﻓ ِْﯿﺒﱠﺴﻟا ِﻦْﺑاَو ,ِﷲ ,ِﻞ
 َﻻ ,ِﻒْﯿ ﱠﻀﻟاَوﺎَﮭْﻨِھ َﻞُْﻛﺄَﯾ َْنأ ﺎَﮭَﯿِﻟَو ْﻦَﻣ ﻰَﻠَﻋ َح ﺎﻨُﺟ ﺎِﺑا ْﻌَﻤْﻟ ُﯾَو ,ِفْوُﺮ,ٍل ِّﻮََﻤﺘُﻣ َﺮْﯿَﻏ َﻢِﻌْﻄ ﺎَﻗ
 ْﯿَﻏ : َل ﺎَﻘَﻓ ,َﻦْﯾِﺮْﯿِﺳ َﻦْﺑا ِﮫِﺑ ُﺖْﺛﱠﺪَﺤَﻓ : (يِو ﱠﺮﻟا) َل ُﻣ َﺮ َِّﺛَﺄﺘ ًﻻ ﺎَﻣ ٍﻞ
Artinya
“Dari Ibnu Umar ra, berkata bahwa sahabat Umar memperoleh sebidang tanah di
Khaibar, kemudian ia menghadap Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk. Umar
berkata “ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum
pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan
kepadaku?” Rasulullah menjawab “ bila kamu suka, kamu tahan pokok tanah itu dan
kamu nsedekahkan hasilnya”. Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual,
tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar “Umar
menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah,
dan ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai (mengurus) tanah
wakaf tersebut untuk makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan
dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR. Muslim).4
Ketiga Imam Mazhab- selain Imam Abu Hanifah- tentunya menafsiri hadist
tersebut sebagai hadist wakaf. Penafsiran tersebut didasarkan pada adanya aspek
“ih>tabasa” terhadap baju besi dan peralatan perang yang dilakukan oleh Khalid bin
Walid di jalan Allah. Imam Nawi- salah satu ulama Syafi’iyah- memberikan
penjelasan mengenai hadist tersebut, khususnya mengenai perbuatan Khalid bin
Walid, dengan pernyataan bahwa Umar bin Khattab menyangka baju besi dan
4 ‘Alauddin Abi> Bakri bin Mas’u>d al-Ka>sa>ni>, Bada>i’ al-Shana>i, Juz VIII, (Beirut: Da>r al-
Kutub al-‘Ilmiyah, t.th), h. 398.
55
peralatan perang milik Khalid bin Walid adalah barang dagangan, sehingga akan
ditarik zakat oleh umar bin Khattab. Kemudian khalid bin Walid tidak menunaikan
zakat. Oleh Nabi Muhammad SAW apa yang dilakukan khalid bin Walid tidak
disalahkan dan bahkan Umar dianggap telah menganiaya apabila menarik zakat dari
Khalid bin Walid dengan alasan harta benda milik Khalid bin Walid telah ditahan di
jalan Allah.5
Pendapat berbeda diberikan oleh Imam Abu Hanifah mengenai hadist di atas
yang menyatakan bahwa sebenarnya hadist tersebut bukanlah hadist wakaf melainkan
hadist zakat. Pendapat Imam Abu Hanifah tersebut dikuatkan dengan dasar adanya
penyebutan salah satu ashnaf, fi sabilillah.  Dasar itulah yang kemudian dijadikan
penguat pendapat Imam Abu Hanifah untuk menentang atau menolak pendapat ulama
masa itu yang menganggap hadist tersebut adalah hadist wakaf.6
Menurut penulis, kemungkinan perbedaan tafsir tersebut sangat wajar. Hal ini
dapat disandarkan pada dua aspek dasar yang terkandung dalam hadist tersebut,
yakni:
1. Hakekat perintah dalam hadist
Hakekat perintah nabi kepada Umar dalam hadist mengenai Khalid bin Walid
adalah menyuruh Umar untuk menarik shadaqah wajib (zakat).  Indikasi dari hal
5 Imam Syihab al-Din Abi al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Syafi’i, Irsyad aal-Sa>ri Syarh>
Shahi>h al-Bukha>ri, Juz III, (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 570.
6 Muhammad bin Isma>’il al-Kahla>ni>, Subul al-Sala>m, Juz III, (Semarang: Toha Putra, t.th), h.
89.
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tersebut adalah adanya kata “’ala” yang mendahului kata “al-shadaqah”. Salah satu
fungsi dari kata ‘ala adalah li ta’alluq bi al-fi’li atau untuk menyambungkan dengan
fi’il (kata kerja).7 Dalam hadist tersebut ‘ala menjadi penghubung antara kata
“ba’atsa” dengan kata al-shadaqah. Oleh karena itu ba’atsa merupakan kata kerja
yang bersifat perintah yang terkandung hakikat wajib, maka kemudian shadaqah
yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk ditarik juga memiliki sifat
wajib.
Selain dari tinjauan kata yang terkandung dalam hadist, penguat tentang
shadaqah wajib dalam hadist di atas juga didukung dengan kalimat nabi Muhammad
SAW mengenai Pamannya, yakni Ibnu Abbas sebagai berikut:
 َو ﱠأ ﱠﻣﻟا ﺎ َﻌ ﱠﺒ ُسﺎ َﻋ ﱡﻢ َر ُﺳ ِلﻮ َﻓ م .ص ﷲ ِﮭ َﻲ َو ٌﻲﻠﻋ ِﻣ ُﻠﺜ َﮭﺎ
Artinya:
Sedangkan Abbas adalah paman Rasulullah SAW, maka zakatnya menjadi
tanggunganq begitupula zakat shadaqah dan seisalnya.
Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa shadaqah atau yang sejenisnya
yang menjadi tanggung jawab Ibnu Abbas telah menjadi tanggung jawab atau telah
ditanggung oleh nabi SAW. Pernyataan Nabi tersebut sekaligus menerangkan bahwa
tanggung jawab nafkah Ibnu Abbas, yang berkedudukan sebagai paman beliau,
menjadi tanggung jawab beliau.
7 Ibnu Hisyam, Mughni al-Labi>b, Juz I (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, 1992), h. 163.
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Di samping kedua alasan di atas, terdapat juga alasan yang didasarkan pada
aspek analogi. Apabila diperhatikan, kalimat:
 َﺑ َﻌ َﺚ ﱠﻨﻟا ِﺒ ُﻲ َﻋ م .ص َﻤ َﺮ ِﻦﺑ َﺨﻟا ّﻄ ِبﺎ َﻋ َﻰﻠ ﱠﺼﻟا َﺪ َﻗ ِتﺎ
Memiki kemiripan dalam strutur bahasa dengan kalimat berikut:
 ﱠٍﻧا َﻤ ِﺑ ﺎ ُﻌ ُﺖﺜ ِﻷ َﺗ ِﻤ ﱠﻢ َﻣ َﻜ ِرﺎ َم َﻷا َﻼﺧ ِق
Apabila diuraikan, maka kalimat pembanding akan memiliki semua kalimat sebagai
berikut:
 ﱠٍﻧا َﻤﺎ ِﺑ َﻌ َﺚ ُﷲ ُﻣ َﺤﻤ ًﺪا ِﻷ َﺗ ِﻤ َﻢ َﻣ َﻜ ِرﺎ َم َﻷا َﻼﺧ ِق
Dalam kalimat pembanding tersebut, yang terkena hukum wajib adalah proses
perbaikan akhlak. Maksudnya adalah, Allah bisa saja mengutus nabi selain
Muhammad untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak manusia. Jadi intinya,
yang menjadi keutamaan adalah bukan pada siapa yang disuruh atau yang diutus,
melainkan hakekat perbuatan yang menjadi keutamaan dalam proses pengutusan.
Akan tetapi, bisa jadi sedekah yang dimaksud bukan sedekah wajib berupa
zakat melainkan nafkah. Karena zakat dan nafkah merupakan jenis dari zakat wajib.
Namun jika dikaji secara utuh hubungan kalimat, maka akan terjawab bahwa sedekah
yang dimaksud dalam hadist di atas adalah zakat. Indicator yang menjadi penguat
adalah adanya perintah nabi untuk menarik sedekah wajib tersebut. Seandainya yang
dimaksud adalah zat nafkah, maka tidak mungkin nabi akan memerintah untuk
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menariknya. Sebab nafkah adalah sedekah wajib dalam suatu keluarga dan bukan
ibadah social yang umum melainkan khusus.
2. Hakekat Perbuatan Khalid bin Walid
Sebagaimana disebutka diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Khalid bin
Walid dapat dikategorikan kedalam dua jenis perbuatan. Pertama, perbuatan tersebut
dapat disebut sebagai aktifitas zakat , dengan penguat adanya salah satu ashnaf, yakni
fi sabilillah. Kedua, perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai aktifitas wakaf,
dengan penguat pengguna kata “ihtabasa”.
Salah satu cara untuk memahami matan (isi), hadist adalah dengan
mengetahui sebab-sebab turunnya hadist tersebut. Dalam konteks ini, sepanjang
penelusuran literer, penulis belum menemukan asbab al-Wurud dari hadist mengenai
perintah nabi kepada Umar r.a untuk menarik sedekah. Pengetahuan mengenai asbab
al-Wurud hadist tersebut sangat penting untuk mengetahui ruang lingkup ihtabasa
dalam perbuatan Khalid bin Walid.
Sebagai pendamping makna yang terkandung dalam kata ihtabasa pada
hadist diatas adalah hadist dari Nabi Muhammad SAW dalam menanggapi
pertanyaan Umar bin Khattab mengenai pemanfaatan tanah Khaibar berikut ini:
ﻦﺑ ﺔﺒﯿﺘﻗ ﺎﻨﺛﺪﺣﺪﯿﻌﺳ :نﻮﻋ ﻦﺑا ﺎﻨﺛﺪﺣ ىرﺎﺼﻧﻷا ﷲ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺪًﻤﺤﻣ ﺎﻨﺛﺪﺣ ﻊﻓﺎﻧ ﻰﻧﺄﺒﻧا
ﺎﻤﮭﻨﻋ ﷲ ﻰﺿر ﺮﻤﻋ ﻦﺑا ﻦﻋ ﻰﺒﻨﻟا ﻰﺗﺎﻓ ﺮﺒﯿﺨﺑ ﺎﺿرا بﺎﺻا بﺎﻄﺨﻟﺎﻨﺑﺮﻤﻋ نا :
 ﺲﻔﻧا ﻂﻗ ﻻﺎﻣ ﺐﺻا ﻢﻟ ﺮﺒﯿﺨﺑﺎﺿ را ﺖﺒﺻا :ﷲ لﺆﺳر ﺎﯾ :لﺎﻘﻓ ﺎﮭﯿﻓ هﺮﻣ ﺄﺘﺴﯿﻣ .ص
ﮫﺑ ﻰﻧﺮﻣﺄﺗ ﺎﻤﻓ ,ﮫﻨﻣ ىﺪﻨﻋ :لﺎﻗ "ﺎﮭﺑ ﺖﻗﺪﺼﺗو ﺎﮭﻠﺻا ﺖﺴﺒﺣ تءش نا" :لﺎﻗ ؟
 ﻰﻓوءاﺮﻘﻔﻟا ﻰﻓ ﺎﮭﺑ قﺪﺼﺗ و .ثرﻮﯾ ﻻﻮﺒھ ﻮﯾ ﻻ و ع ﺎﺒﯾ ﻻ ﮫﻧا ﺮﻤﻋ ﺎﮭﺑ قﺪﺼﺘﻓ
 ﺎﮭﯿﻟو ﻦﻣ ﻰﻠﻋ حﺎﻨﺟ ﻻو ,ﻒﯿﻀﻟاو ﻞﯿﺒﺴﻟا ﻦﺑا و ﷲ ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻓ و بﺎﻗﺮﻟا ﻰﻓ و ﻰﺑﺮﻟا
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 ﺎﮭﻨﻣ ﻞﻛﺄﯾ نا ﺮﯿﻏ :لﺎﻘﻓ ﻦﯾ ﺮﺳ ﻦﺑا ﮫﺑ ثﺪﺤﻓ لﺎﻗ .لﻮﻤﺘﻣ ﺮﯿﻏ ﻢﻌﻄﯾ و فوﺮﻌﻣاﺎﺑ
.ﻻﺎﻣ ﻞﺛﺄﺘﻣ
Artinya:
Telah mengabarkan kepada Kami Quthaibah bin Said, telah mengabarkan
kepada kita Muhammad bin Abdullah al-Anshori, telah mengabarkan kepada
kita Ibnu ‘Auni, beliau berkata: telah bercerita kepadaku Nafi’ dari Ibnu Umar
r.a: Sesungguhnya Umar bin Khattab mempunyai tanah di Khaibar, kemudian
beliau dating kepada nabi untuk memohon petunjuk, “Umar berkata: Ya
Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah
mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang Engkau perintahkan kepadaku?
Rasulullah menjawab: Apabila engkau mau, maka tahanlah zat (asal)
bendanya dan sedekahkanlah hasilnya (manfaatnya)”. Kemudian “Umar
melakukan sedekah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak
diwariskan. Ibnu Umar berkata: Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-
orang kafir, kaum kerabat, budak belian, orang-orang yang berjuang di jalan
Allah, orang-orang kehabisan bekal di perjalanan dan tamu. Dan tidak berdosa
bagi orang yang mengurusi harta wakaf tersebut makan dari hasilnya dengan
cara yang baik dan tidak berlebihan (dalam batas wajar). Kemudian Ibnu
Umar berkata: maka Ibnu Sirin telah mengabarkan kepadaku dan beliau
berkata: makan dengan tidak menumpuk harta.8
Secara sederhana, apabila hadist tersebut turun sebelum adanya hadist tentang
keinginan Umar untuk menyedekahkan tanah Khaibar, maka yang dimaksud ihtabasa
dalam perbuatan Khalid bukan termasuk wakaf. Hal ini dikarenakan proses wakaf
baru dikenal setelah adanya hadist tentang pemanfaatan tanah Khaibar milik Umar.
Sebaliknya, apabila hadist tersebut turun setelah adanya hadist Khaibar, maka yang
dimaksud dengan ihtabasa dapat diidentikkan dengan maksud habsu dalam hadist
Khaibar.
Mengenai bentuk sedekah sebelum turunnya hadist tentang tanah Khaibar
juga dijelaskan dengan Imam Dahlawi,  sebagaimana dikutip oleh ‘Alauddin Abi
8 Abi> Abdullah Muhammadbin Isma>il al-Bukhari>, Matan Masyku>l Bukha>ri, Juz II, (Beirut :
Da>r al-Fikr, 1994), h. 124.
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Bakri bin Mas’ud al-Khasani. Imam dahlawi menyatakan bahwa wakaf merupakan
hasil ijtihad Nabi Muhammad SAW dalam menanggapi situasi yang terjadi pada saat
sebelum dikenalnya sedekah wakaf. Pada masa itu, sedekah yang dibelanjakan di
jalan Allah pemanfaatannya lebih bersifat individual tidak jarang menjadikan
beberapa kelompok fakir tidak dapat menerima karena sedekah tersebut telah
dimanfaatkan hingga tidak tersisa oleh kaum fakir sebelumnya.9
Dalam kalimatnya, Imam Dahlawi juga menggunakan kata fi sabilillah yang
mana memiliki penekanan bahwa sedekah yang terjadi sebelum turunnya hadist tanah
Khaibar dikhususkan pada wilayah fii sabilillah. Pengguna istilah ini –sebagaimana
dinyatakan Imam Dahlawi- juga memiliki makna bahwa ruang lingkup yang
terkandung dalam fi sabilillah bukan hanya untuk perangan semata namun juga
mencakup untuk memenuhi kebutuhan kelompok fakir miskin.10
Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dapat diketahui bahwa perbedaan
pendapatyang timbul antara Imam Abu Hanifah dan Imam Mazhab (dalam hal ini
diwakilkan oleh pendapat Imam Syafi’i) terletak pada penafsiran terhadap hadist
yang dijelaskan tentang perintah Nabi Muhammad SAW kepada Umar untuk menarik
sedekah wajib. Pada satu sisi Imam Abu Hanifah memiliki pandangan bahwa
keberadaan salah satu ashnah dalam hadist tersebut, yakni fi sabilillah, merupakan
isyarat dari sedekah dalam bentuk zakat. Sedangkan disisilain, Imam Syafi’I dan
9 ‘Alauddin Abi> Bakri bin Mas’u>d al-Ka>sa>ni>, Bada>i’ al-Shana>i, , h. 382.
10 Mun’im A Sirry, Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995),
h.87.
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beberapa Imam lainnya menyadarkan pada istilah ihtabasa pada kata habsu dalam
hadist Nabi kepada Umar mengenai tanah Khaibar yang terkandung maksud dan
tujuan wakaf. 11
B. Analisis Istinbath Hukum Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Wakaf
Imam Abu Hanifah dikenal sebagai sosok yang kental dengan dominasi rasio
dalam mengeluarkan pendapat tentang ketetapan suatu hukum. Meskipun dikenal
sebagai ahli ra’yu, Abu hanifah tidak lantas meninggalkan al-Qur’an dan al-Hadist
sebagai sumber hukum dalam berijtihad. Akal digunakan oleh Abu Hanifah manakala
beliau tidak menemukan sumber hukum dalam al-Qur’an, al-Hadist, maupun ijma’
para sahabat, baik yang belum tertulis maupun yang belum ada kejelasan secara
redaksi mengenai satu hal.12
Pada dasarnya, istinbath hukum Imam Abu Hanifah yang utama adalah ra’yu.
Metode ini kemudian oleh Imam Syafi’I disejajarkan dengan metode qiyas, akal juga
memiliki peranan dalam melakukan analisa hukum terhadap suatu perkara.namun
menurut penulis, aplikasi antara metode ra’yu Imam Abu Hanifah dengan metode
qiyas Imam Syafi’I berbeda. Perbedaan tersebut adalah tidak adanya penyamaan illat
dalam metode ra’yu Imam Abu Hanifah sebagaimana yang diterapkan dalam qiyas
Imam Syafi’I. oleh sebab itu metode istinbath Imam Abu hanifah tidak dapat
dianalisa menggunakan metode qiyas Imam Syafi’i.13
11 Mun’im A Sirry, Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar, h.88.
12 Mun’im A Sirry, Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar, h.88.
13 Mun’im A Sirry, Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar, h.89.
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Menurut Syeikh Ka>mil Muhammad Muhammad ‘Uwaidhah, istinbath hukum
Imam Abu Hanifah lebih mendasarkan pada aspek penalaran (ma’kul) terhadap
sumber hukum Islam. Dari proses penalaran tersebut kemudian menjadi hasil
istinbath. Namun, penalaran yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah bukan
merupakan penalaran yang berdiri sendiri, melainkan juga mendasarkan pada aspek
hukum Islam, seperti al-Qur’an, al-Hadits, maupun atsar, atsar sahabat serta ijma’
para sahabat.14
Terkait pendapat Imam Abu Hanifah tentang tidak bolehnya wakaf, tidak
dapat dilepaskan dari istinbath hukum beliau mengenai tidak bolehnya wakaf manqul.
Hal ini mengindikasikan bahwa ketidakbolehan wakaf merupakan cabang dari tidak
bolehnya wakaf manqul, Imam Abu Hanifah melakukan ra’yu pada hadits yang
menceritakan tentang dialog nabi dengan Umar bin Khattab mengenai tanah Khaibar
sebagai berikut:
ﻦﺑ ﺔﺒﯿﺘﻗ ﺎﻨﺛﺪﺣﺪﯿﻌﺳنﻮﻋ ﻦﺑا ﺎﻨﺛﺪﺣ ىرﺎﺼﻧﻷا ﷲ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺪًﻤﺤﻣ ﺎﻨﺛﺪﺣﺒﻧا :ﻓﺎﻧ ﻰﻧﺄ ﻊ
 نا :ﺎﻤﮭﻨﻋ ﷲ ﻰﺿر ﺮﻤﻋ ﻦﺑا ﻦﻋﻨﻟا ﻰﺗﺎﻓ ﺮﺒﯿﺨﺑ ﺎﺿرا بﺎﺻا بﺎﻄﺨﻟﺎﻨﺑﺮﻤﻋ ﻰﺒ
 ﻻﺎﻣ ﺐﺻا ﻢﻟ ﺮﺒﯿﺨﺑﺎﺿ را ﺖﺒﺻا :ﷲ لﺆﺳر ﺎﯾ :لﺎﻘﻓ ﺎﮭﯿﻓ هﺮﻣ ﺄﺘﺴﯿﻣ .صﻗﻔﻧا ﻂ ﺲ
 :لﺎﻗ "ﺎﮭﺑ ﺖﻗﺪﺼﺗو ﺎﮭﻠﺻا ﺖﺴﺒﺣ تءش نا" :لﺎﻗ ؟ﮫﺑ ﻰﻧﺮﻣﺄﺗ ﺎﻤﻓ ,ﮫﻨﻣ ىﺪﻨﻋ
ﺮﻘﻔﻟا ﻰﻓ ﺎﮭﺑ قﺪﺼﺗ و .ثرﻮﯾ ﻻﻮﺒھ ﻮﯾ ﻻ و ع ﺎﺒﯾ ﻻ ﮫﻧا ﺮﻤﻋ ﺎﮭﺑ قﺪﺼﺘﻓﻰﻓوءا
ﻰﺑﺮﻟاﻰﻠﻋ حﺎﻨﺟ ﻻو ,ﻒﯿﻀﻟاو ﻞﯿﺒﺴﻟا ﻦﺑا و ﷲ ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻓ و بﺎﻗﺮﻟا ﻰﻓ وو ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻟ
لﺎﻘﻓ ﻦﯾ ﺮﺳ ﻦﺑا ﮫﺑ ثﺪﺤﻓ لﺎﻗ .لﻮﻤﺘﻣ ﺮﯿﻏ ﻢﻌﻄﯾ و فوﺮﻌﻣاﺎﺑ ﺎﮭﻨﻣ ﻞﻛﺄﯾ ناﺮﯿﻏ :
.ﻻﺎﻣ ﻞﺛﺄﺘﻣ
Artinya:
Telah mengabarkan kepada Kami Quthaibah bin Said, telah mengabarkan
kepada kita Muhammad bin Abdullah al-Anshori, telah mengabarkan kepada
14 Syeikh Ka>mil Muhammad Muhammad ‘Uwaidhah, al-Ima>m Abu> Hanifah,
(Beirut: Da>r al-Kutb al-Ilmiyah, 1992), h. 150.
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kita Ibnu ‘Auni, beliau berkata: telah bercerita kepadaku Nafi’ dari Ibnu Umar
r.a: Sesungguhnya Umar bin Khattab mempunyai tanah di Khaibar, kemudian
beliau dating kepada nabi untuk memohon petunjuk, “Umar berkata: Ya
Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah
mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang Engkau perintahkan kepadaku?
Rasulullah menjawab: Apabila engkau mau, maka tahanlah zat (asal)
bendanya dan sedekahkanlah hasilnya (manfaatnya)”. Kemudian “Umar
melakukan sedekah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak
diwariskan. Ibnu Umar berkata: Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-
orang kafir, kaum kerabat, budak belian, orang-orang yang berjuang di jalan
Allah, orang-orang kehabisan bekal di perjalanan dan tamu. Dan tidak berdosa
bagi orang yang mengurusi harta wakaf tersebut makan dari hasilnya dengan
cara yang baik dan tidak berlebihan (dalam batas wajar). Kemudian Ibnu
Umar berkata: maka Ibnu Sirin telah mengabarkan kepadaku dan beliau
berkata: makan dengan tidak menumpuk harta.15
Para fuqaha bersepakat bahwa hadits diatas merupakan dasar wakaf.
Meskipun bersepakat, perbedaan pendapat masih muncul khususnya yang
berhubungan dengan hukum wakaf. Sebagian besar Imam mazhab Malikiyah,
Syafi’Iyah, Hanafiah (selain pendapat Abu Hanifah dan Zufar), Zahiriyah, Zaidiyah,
dan Ja’fariyah berpendapat bahwah wakaf adalah hukumnya sunnah. Sedangkan Abu
Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa hukum wakaf adalah jawaz (boleh).16
Menurut ma’qul yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah terhadap hadits
diatas tertuju pada tiga kalimat dengan penjelasan sebagai berikut.
1.  َا ًﺿر ِﺑ ﺎ َﺨﯿ َﺒ ِﺮ
Kalimat tersebut memiliki arti “tanah Khaibar” dan berkedudukan sebagai
benda yang dijadikan sebagai obyek wakaf. Tanah pada hakekatnya adalah benda
15 Abi> Abdullah Muhammadbin Isma>il al-Bukhari>, Matan Masyku>l Bukha>ri, h. 124.
16 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan
Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf, terj.
Ahrul Sani F dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada, (Jakarta: IIMAN Press, 2003), h. 62.
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yang menetap dan tidak bergerak. Sampai kapanpun keberadaan tanah akan tetap
berada di tempatnya semula. Keberadaan kata tanah sebagai obyek wakaf
mengindikasikan bahwa benda yang dijadikan obyek adalah benda yang tidak
bergerak. Hal ini juga didukung dengan praktek-praktek yang dilakukan oleh para
sahabat yang mempraktekkan wafak dengan obyek tanah.
Menurut penulis, hal ini yang kemudian menjadikan dasar penalaran Imam
Abu Hanifah mengenai jenis benda yang menjadi obyek wakaf adalah benda yang
menetap (tidak bergerak). Hal ini tidak berlebihan karena beliau menjadikan hadits
dan kebiasaan sahabat serta atsar sahabat sebagai hujjah istinbath hukum.
2.  َا َﺷ ن َﺖﺌ َا َﻠﺻ َﮭﺎ
Kalimat yang memiliki arti “apabila kamu menginginkan, maka kamu dapat
menahan asalnya” ini menurut Imam Abu Hanifah menjadi esensi proses wakaf.
Maksudnya adalah dalam proses wakaf , harta benda waqif yang dijadikan sebagai
obyek wakaf tidak akan hilang status kepemilikannya karena pada aplikasinya
didasarkan pada kata ﺲﺒﺣ yang artinya “menahan” yang berarti bahwa harta benda
tersebut hanya ditahan dan tidak dialihkan kepemilikannya.
Menurut penulis, pemaknaan tersebut kemudian menjadi dasar Imam Abu
Hanifah mengenai tidak bepindahnya hak milik dari waqif kepada mauqu<f alaih atas
harta benda yang diwakafkannya. Tidak beralihnya kepemilikan atas harta benda
tersebut sekaligus menandakan bahwa waqif masih memilki hak tasharuf terhadap
harta yang diwakafkan sebagaimana saat wa>qif memiliki harta benda tersebut secara
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penuh, dalam dzat benda maupun manfaatnya. Hal ini juga mengindikasikan adanya
hak pengawasan dari wa>qif terhadap hak pengawasan dari wa>qif terhadap harta
benda yang selama ini diwakafkan.
3.  َو َﺗ َﺼ ﱠﺪ َﻗ َﺖ ِﺑ َﮭﺎ
Kalimat yang berarti “dan sedekahkanlah darinya (harta yang diwakafkan)”
memiliki makna bahwa hakekat wakaf adalah adanya pemanfaatan dari harta benda
yang diwakafkan. Kalimat ini menjadi penegas bahwa dalam proses wakaf, harta
benda yang menjadi obyek wakaf hanya dipergunakan manfaatnya dan tidak ada
peralihan kepemilikan.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditemukan bahwa hakekat wakaf dalam
pendapat Imam Abu Hanifah adalah wakaf berupa benda yang menetap (tidak
bergerak). Terhadap harta benda yang bergerak, Imam Abu Hanifah tidak menjadikan
harta benda yang yang bergerak sebagai obyek wakaf, kecuali dalam istih~san beliau.
Menurut penulis, proses ra’yu Imam Abu Hanifah tentang wakaf diatas tidak
lepas dari prinsip istinbath hukum beliau yang dinyatakan dalam kalimat berikut:
“Saya berpegang teguh kepada kitab Allah (al-Qur’an) apabila
menemukannya, jika saya idak menemukannya saya berpegang teguh kepada
sunnah dan atsa>r , jika saya tidak menemukannya dalam kitab sunnah saya
berpegang kepada pendapat para sahabat dan mengambil mana yang saya
sukai dan meninggalkan yang lainnya. Saya tidak keluar (pindah) dari
pendapat lainnya. Maka jika persoalan sampai kepada Ibrahim al-Sya’bi, al-
Hasan, Ibn Sirin, Sa’id Ibnu Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana
mereka telah berijtihad....”17
17 Ramli SA, Muqaranah Madzahib fi al-Ushul (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 21.
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Ungkapan beliau tersebut seolah-olah menjadi penguat mengapa Imam Abu
Hanifah menyandarkan pendapat tentang wakaf kepada ra’yu. Hal ini dikarenakan di
dalam hadits Nabi SAW yang lain tidak ada penjelasan mengenai pelaksanaan wakaf,
baik dalam rukun maupun syarat. Dari pernyataan tersebut maka kemudian dapat
dipahami ketika Imam Abu Hanifah melakukan jalur ra’yu untuk menentukan segala
sesuatu yang berkaitan dengan wakaf dengan kekuatan penalaran. Penalaran yang
dilaksanakan oleh Imam Abu Hanifah disandarkan pada tradisi sahabat yang memang
melakukan wakaf dengan bentuk harta benda yang menetap.
Memang dalam perkembangan fiqh, terdapat satu hadits lain yang digunakan
oleh para ulama mengenai kebolehan wakaf benda bergerak. Hadits tersebut adalah
hadits yang menceritakan ketika Nabi SAW memerintahkan Umar untuk menarik
shadaqah kepada tiga sahabat.
Para ulama yang berpendapat membolehkan wakaf benda bergerak didasarkan
pada kalimat  ِا َﺘﺣ ِﺒ َﺲ ِأ َد َر َﻋا ُﮫ َو َﺘﻋا َﺪ ُه ِﻓ َﺳ ﻰ ِﺒ ِﻞﯿ ِﷲ yang berarti “menahan baju besi dan
peralatan benda perang untuk sabilillah”. Kalimat itu dipandang oleh para ulama yang
membolehkan wakaf benda bergerak , karena adanya hakekat manqu>l (benda
bergerak), yakni baju besi dan peralatan perang. Oleh karena adanya h>absu
(penahanan) baju besi dan peralatan perang, maka para ulama berkesimpulan bahwa
wakaf benda bergerak dilakukan dan boleh.
Namun oleh Imam Abu Hanifah, hadits di atas tidak dapat dijadikan hujjah
sebagai kebolehan wakaf benda bergerak. Abu Hanifah menolak esensi wakaf pada
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hadits tentang Khalid bin Walid di atas. Alasan beliau juga tidak dilepaskan dari
proses ma’qu>l beliau terhadap matan hadits di atas, khususnya pada kalimat yang
dijadikan dasar para ulama yang membolehkan wakaf benda bergerak. Menurut Imam
Abu Hanifah, kalimat tersebut tidak terkandung makna esensi wakaf melainkan
merupakan kalimat yang beresensi pada zakat. Hal ini dikuatkan dengan adanya
penyebutan salah satu dari kelompok penerima zakat, yaitu fi sabi>lilla>h.
Menurut penulis, pendapat tidak bolehnya wakaf manqu>l tidak lepas dari
syarat wakaf yang diberikan oleh Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa syarat
benda wakaf adalah tahan lama. Sedangkan benda bergerak tidak memiliki sifat tahan
lama karena berpeluang besar mudah rusak. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa
tentu ada alasan-alasan yang dijadikan dasar Imam Abu Hanifah dalam menempatkan
benda bergerak masuk ke dalam sesuatu yang tidak tahan lama.
Ta’bid (tahan lama) sebagai syarat wakaf terkandung dua lingkup pengertian,
yakni tahan lama terhadap dzat benda dan tahan lama terhadap dzat pemanfatan untuk
umat. Kedua lingkup tersebut berpusat pada aspek pemanfaatan wakaf serta hakekat
harta benda dan hak miliknya menurut Imam Abu Hanifah yang mana kedua aspek
ini memiliki hubungan dan saling terikat.
a. Ta’bid terhadap dzat (mauqu>f) dalam perspektif konsep harta benda dan hak
tasharuf pemiliknya menurut Imam Abu Hanifah.
Harta benda menurut Imam Abu Hanifah terbagi menjadi dua jenis, yakni
harta benda yang tidak bergerak (‘iqa>r) dan harta benda bergerak (mauqu>f). Harta
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benda tidak bergerak adalah adalah tanah sedangkan harta benda bergerak adalah
harta benda selain tanah. Harta bergerak oleh Abu Hanifah dibedakan menjadi dua,
yakni harta bergerak yang lepas dari iqa>r dan harta benda yang mengikuti iqa>r.
Kedua jenis harta benda tersebut dapat disebut sebagai harta benda manakala
memenuhi dua persyaratanpokok yakni dapat dimiliki dan dapat digunakan
manfatnya. Jadi apabila suatu harta benda sudah tidak dapat digunakan manfaatnya,
dalam konteks hakekat harta benda menurut Imam Abu Hanifah sudah tidak dapat
dianggap sebagai harta benda lagi. Suatu contoh misalnya, seseorang memiliki harta
benda berupa mobil, namun apabila mobil tersebut rusak sehingga tidak dapat
digunakan sesuai fungsi manfaatnya, maka mobil tersebut tidak lagi dapat disebut
sebagai harta benda karena sudah hilang manfaatnya.18
Kaitan antara konsep harta benda dengan syarat ta’bid yang tidak terpenuhi
oleh wakaf mauqu>f dalam pendapat Imam Abu Hanifah tidak dapat dilepaskan dari
hak pemilik harta benda. Maksudnya adalah bahwa pemilik harta benda memiliki hak
untuk melakukan pengelolaan (tasharuf) terhadap harta benda yang dimilikinya.
Demikian pula dalam konteks wakaf menurut Imam Abu Hanifah. Dalam konteks
wakafnya, Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa yang memiliki hak penyerahan
dan pengawasan obyek wakaf adalah orang yang memiliki harta yang diwakafkan.
Hal ini dikarenakan proses wakaf tidak menghilangkan hak kepemilikan wa>qif dan
hanya menahannya.
18 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h.
56-58.
69
Dengan demikian benda bergerak (mauqu>f) memiliki peluang berkurangnya
kualitas pengawasan wa>qif karena adanya pergerakan pemanfaatan benda dari satu
orang kepada orang lain. Hal yang demikian ini akan sangat sulit bagi wa>qif untuk
melakukan pengawasan, khususnya dalam hal pemanfaatan benda yang diwakafkan
oleh orang yang memanfaatkannya. Akhirnya, wa>qif tidak akan mengetahui
perkembangan kualitas harta benda yang telah diwakafkannya.
Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa aspek tahan lama dalam benda
bergerak memiliki peluang untuk mudah rusak karena adanya perpindahan
pemanfaatan harta tersebut yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari wa>qif.
Apabila nantinya terdapat kerusakan akibat penggunaan tersebut, maka hal itu akan
memutuskan wakafnya wa>qif sebab dalam konsep harta benda Imam Abu Hanifah
menyatakan bahwa harta benda yang telah tidak memiliki fungsi manfaat tidak lagi
dapat disebut sebagai harta benda. Demikian pula halnya dalam wakaf yang berarti
wakaf akan terhenti oleh karena rusaknya benda yang diwakafkan dan bukan
keinginan wa>qif.
b. Ta’bid terhadap pemanfaatan untuk umat dalam perspektif tujuan wakaf.
Tujuan wakaf adalah adanya pemanfaatan dari benda yang diwakafkan untuk
kepentingan umat manusia. Hal inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara
shadaqah wakaf dengan shadaqah yang lainnya, seperti zakat, infaq maupun sedekah.
Ketiga jenis shadaqah yang terakhir disebutkan (zakat, infak, sedekah) ditujukan
untuk perorangan atau sekelompok orang, sedangkan shadaqah wakaf lebih ditujukan
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untuk lingkup yang luas, yakni umat manusia. Nabi juga menjelaskan bahwa
shadaqah-shadaqah sebelum wakaf hanya diterima oleh individu dan menyebabkan
individu yang lain terhalang untuk menerimanya, padahal individu yang lain tersebut
juga memiliki hak untuk mendapatkan shadaqah. Hal itu menurut Nabi SAW tidak
baik dan tidak bermanfaat untuk umat (wa la> lil ‘a>mmah), oleh sebab itulah kemudian
menetapkan ketetapan tentang shadaqah wakaf.19
Ungkapan lil ‘a>mmah secara bahasa terkandung makna umat manusia dalam
skala besar dan luas, lebih dari perorangan, sekelompok orang, kaum, atau bahkan
beberapa kaum. Istilah ‘a>mmah juga tidak mengenal batas, seluruh aspek, baik
perorangan maupun kelompok menjadi bagian dari ‘a>mmah. Namun tidak berlaku
sebaliknya, perorangan maupun kelompok tidak dapat menjadi ukuran ‘a>mmah.
Maksudnya apabila apabila hanya dimanfaatkan oleh beberapa kelompok orang saja,
maka hal itu belum dapat menjadi ukuran telah dimanfaatkan dalam skala ‘a>mmah.
Menurut penulis, dari dua jenis penjelasan di atas- khususnya sisi
kemanfaatan sebagai substansi wakaf- dapat dipahami bahwa sebaik-baik harta benda
yang diwakafkan adalah harta benda yang memiliki sifat tahan lama seperti benda
yang tidak bergerak atau ‘iqa>r (seperti tanah maupun benda mauqu>l yang masih
menyatu dengan iqa>r). Sebab, apabila harta benda yang diwakafkan tidak memiliki
sifat tahan lama, maka akan dapat mengurangi kualitas manfaat dari harta wakaf
tersebut hingga dapat menghilangkan substansi wakaf yang melekat pada harta benda
19 Alauddin Abi> Bakri bin Mas’u>d al-Ka>sa>ni>, Bada>i’ al-Shana>i, , h. 382
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yang diwakafkan. Apabila telah hilang substansi wakaf (nilai manfaat dari benda
yang diwakafkan), maka secara otomatis akan berakhir pula wakaf seseorang.
Terkait dengan harta benda bergerak yang lepas dari ‘iqa>r yang tidak
memenuhi kriteria ta’bid dalam pendapat Imam Abu Hanifah dapat disandarkan pada
hakekat pengawasan dari wa>qif. Apabila harta benda yang bergerak dijadikan sebagai
harta wakaf., maka secara tidak langsung akan mengurangi kualitas pengawasan dari
wa>qif. Berkurangnya pengawasan tersebut dikhawatirkan akan berpeluang
mempersempit wilayah manfaat dari harta yang diwakafkan tersebut. Sebab dengan
adanya pergerakan benda wakaf akan sulit diketahui apakah kemanfaatan bagi umat
masih ta’bid atau sudah tidak tahan lama karena hanya dikuasai dan digunakan oleh
beberapa orang tertentu saja. Jadi ta’bid dalam pemikiran Imam Abu Hanifah tidak
hanya disandarkan pada sisi kualitas barang atau benda yang diwakafkan saja, namun
juga disandarkan pada sisi manfaat kegunaan untuk umat Islam dalam lingkup yang
luas.
Hal tersebut di atas juga diperjelas dengan istinbath Nabi SAW mengenai
wakaf sebagaimana dijelaskan oleh Imam Dahlawiy dalam kitabnya Hu>jjah al-
Balighani. Dalam kitab tersebut beliau menjelaskan bahwa istinbath Nabi SAW
tentang wakaf tidak terlepas dari praktek sedekah yang terjadi sebelum wakaf di
mana sedekah tersebut hanya berlangsung dan diterima secara perorangan. Tidak
jarang sedekah tersebut akan langsung habis atau hilang dalam pemanfaatan
perorangan. Hal demikian menyebabkan orang-orang yang membutuhkan lainnya
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tidak dapat merasakan manfaat dari harta yang disedekahkan karena terhalang oleh
aspek perorangan sebagai penerima harta benda yang disedekahkan. Bagi Nabi SAW,
hal ini baik sehingga kemudian beliau menetapkan adanya sedekah yang dapat
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.20
Dari penjelasan di atas dapat disarikan bahwa penyandaran harta manqu>l
pada tidak terpenuhinya sifat ta’bid sebagai syarat mauqu>f tidak lain adalah karena
adanya aspek peluang kerusakan apabila harta wakaf tersebut memiliki sifat manqu>l .
Jadi, peng-qiya>s-an tidak bolehnya harta benda bergerak sebagai harta yang
diwakafkan kepada tidak adanya sifat ta’bid lebih disandarkan pada substansi
manqu>l yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya sifat ta’bid, baik ta’bid pada
hakekat bendanya maupun ta’bid pada kemanfaatan untuk umat banyak. Jadi sifat
manqu>l di- qiya>s-kan pada syarat ta’bid dimana sifat bergeraknya suatu benda dari
pengawasan wa>qif dalam wakaf manqu>l akan menjadi penyebab hilangnya sifat
ta’bid.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa wakaf tidak
diperbolehkan karena adanya perbedaan dengan obyek wakaf yang disebutkan dalam
hadits maupun yang dipraktekkan oleh para sahabat. Jadi istinbath hukum yang
dilakukan oleh Imam Abu Hanifah menurut penulis adalah berdasar pada penalaran
ra’yu beliau dengan menjabarkan kata atau kalimat yang terkandung dalam hadits
Nabi SAW.
20 Alauddin Abi> Bakri bin Mas’u>d al-Ka>sa>ni>, Bada>i’ al-Shana>i, , h. 382
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BAB V
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang wakaf tanah disamakan dengan
pendapat beliau tentang wakaf benda bergerak yang oleh beliau tidak
diperbolehkan. Pendapat tersebut disandarkan pada aspek tanah yang menjadi
obyek benda wakaf dalamhadits Khaibar yang memiliki sifat tetap. Oleh seab
itu, maka benda wakaf yang berupa benda bergerak tidak dapat diperbolekan
sebagai benda wakaf. Manqu>l tidak memenuhi syarat ta’bid karena tidak
memenuhi aspek tahan lama dalam hal dzat bendanya dan manfaat untuk umat
manusia. Perbedaan pendapat yang timbul antara Imam Abu Hanifah dan
Imam mazhab terletak pada penafsiran terhadap perintah Nabi SAW kepada
Umar untuk menarik shadaqah wajib. Pada satu sisi Imam Abu Hanifah
memiliki pandangan bahwa keberadaan salah satu ashna>f dalam hadits
tersebut, yakni fi sabi>lillah, merupakan isyarat dari shadaqah dalam bentuk
zakat. Sedangkan di sisi lain, Imam Syafi’I dan beberapa Imam lainnya
menyandarkan pada istilah “ih>tabasa” pada kata “h>absu” dalam hadits Nai
kepada Umar mengenai tanah Khaibar yang terkandung maksud dan tujuan
wakaf.
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2. Istinbath hokum yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah mengenai tidak
bolehnya wakaf benda bergerak disandarkan pada ra’yu terhadap hadits yang
menceritakan dialog Nabi SAW dengan Umar bin Khattab tentang
pemanfaatan tanah Khaibar yang dimiliki oleh Umar. Ra’yu tersebut
diterapkan pada kata-kata ﺮﯿﺤﺑ ﺎﺿرا (tanah),  ﺎﮭﻠﺻا ﺖﺴﺒﺣ ﺖﺌﺷ نا (jika
menginginkan maka tahanlah asalnya), dan  ﺎﮭﺑ قﺪﺼﺗو (dan sedekahkanlah
darinya) yang mana ma’qu>l yang dilakukan itu kemudian lahirnya konsep
wakaf Imam Abu Hanifah yakni wakaf diperbolehkan adalah wakaf harta
yang menetap yang didasarkan pada aspek tanah (ardl). Hal ini kemudian
menimulkan akibat bahwa harta benda yang tidak menetap tidak boleh
diwakafkan. Jadi, istnbath hokum yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah
adalah istinbath kausalitas benda bergerak terhadap harta benda yang
diwakafkan dalam hadits Nabi SAW.
B. Saran
Berdasar dari penelusuran ilmiah yang penulis laksanakan ada saran yang
cukup menarik dari hasil penelitian in, yakni:
1. Meski pendapat Imam Abu Hanifah tentang tidak bolehnya wakaf apabila
dipraktekkan kurang sesuai dengan konsep maslahat dalam umat Islam,
namun pada dasarnya hakekat kekhawatiran beliau mengenai wakaf manqu>l
dapat dijadikan seagai acuan dalam pengelolaan wakaf.
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2. Perlu adanya penelusuran lain yang berhubungan dengan konsep wakaf dalam
empat mazhab, khususnya mengenai perbedaan pemakaian h>abasa sebagai
dasar prinsip wakaf yang menyebakan perbedaan pandangan terhadap konsep
kepemilikan wakaf dalam konteks kesejarahan. Sehingga umat Islam akan
semakin memahami hakekat wakaf.
C. Penutup
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkandengan selesainya proses penyusunan
skripsi ini. Berkaca pada ungkapan bijak bahwa tak ada gading yang tak retak, maka
penulis dengan kerendahan hati memohon kritik dan saran yang bersifat membangun
sebagai bahan evaluasi hasil karya ini. Di balik kekurangan dan kesalahan karya ini,
penulis berharap semoga karya ini mampu menjadi setitikair dalam lautan ilmu
pengetahuan. Amin.
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